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Artinya:  “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu
itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allakh
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-

Taubah : 103).
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PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Nomor 03

Tahun 1987 tentang Pedoman Pembuatan Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan

Gunung Djati tanggal 25 April 1987 :

1. Konsonan

HURUF ARAB | NAMA HURUF LATIN NAMA
) alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba b be
< la | e
s tsa s te dan es
c jim j je
z ha h ha (dengan garis bawah)
z kha kh ka dan ha
3 dal d de
> dzal de de dan zet
3 ra r cr
3 zal z zet
e sin g es
N syin sy es dan ye
% shad sh es dan ha
o dhad dh de dan ha
b tha th te dan ha
5 zha zh zet dan ha
B ¢ am L koma terbalik di atas
: ghain gh | ge dan ha

Vi




3 fa f ef
3 qaf q ki
3 kaf k ka
J lam 1 el
¢ mim m am
) nun n en
9 wau w we
° ha h ha
¢ hamzah | ... . apostrof
.3 ya y yc
2. Vokal
1} Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf latin Nama
] fathah a a
- kasrah i i
dhamah u u
Contoh
[y ditulis kataba
.t
; > ditulis dzukira
LR
A ditulis vad=habu




2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf Nama Hubungan huruf Nama
:5 —_—— Fathah dan ya al adani
} - IFathah dan wau au adanu
Contoh :
S ditalis kaifa Js> ditulis haula
3. Maddah
Harkat dan huruf Nama Huruf dan Nama
tanda
% ———- fathah dan alif atau ya a a dan digaris di atas
S ———- kasrah dan ya i i dan digaris di atas
P
§———— dammah dun wau 0 u dan garis di atas
Contoh :

JB Di tulis gala J:3 ditulis gila

A A
s Ditulis rama J % ditulis yagily

4. Ta Marbutah
1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,

yang transeliterasinya adalam / t /



2} Ta Marbutah Mati
Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transcliterasinva adalah /h/.
5}-5») ditulis risywah
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, scrta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditranseliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Py |5 ditulis Thalhah

-

. /} ”}ao
o, j.'l'n agadd Ditulis al-Madinah al-Munawwarah

-

Syaddah (Tasydid)
Contoh :

-
o

L, Ditulis rabbana

J:-: ditulis nazzala

Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: J

dalam transeliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:
1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsyiyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyah ditranseliterasikan sesuai

dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Xi



7.

Contoh :
Yaa
J"’J‘h Ditulis al-rajulu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang ditkutt huruf gamariyah ditranseliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:
1 R . A
Ea >l Ditulis al-hadiisu

Hamzah
Contoh ;

1) Hamzah di awal

1 o f
< b ditulis umirtu

-

2) Hamzah di tengah

-

.2 ,- k] Ea
\.))-b'-U ditulis ta' khudzuna

3) Hamzah diakhir

4

@:i: ditulis syai‘un.
Nama-nama yang telah populer tidak ditransliterasikan

-3 - a X

>4 pl  ditulis Abu Dawud

indold  ditulis Fatimah

-

11



9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa
perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penutis memilih penulisan kata ini
dengan perkata.

Contoh:
s.7 5 3.
Z.:QA.!'I o ditulis haggu al-milkiyyah

10. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

11. Singkatan-Singkatan

SWT : Subhanahu wa taila
~  SAW : Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Q.S. : Qur'an surat

Cet. : Cetakan

dkk., : Dan kawan-kawan

h. : halaman

t.t : Tanpa tahun

ter). : Terjemah

jld. : Jilid

Uu : Undang-undang

r.a. : Radhiyallahu ‘Anhu

No. : Nomor
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BABJ Y

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam yang hidup di Indonesia tidak hanya dituntut untuk patuh
pada ajaran agama, tetapi scbagai warga negara yang baik juga wajib patuh
pada aturan negara, sebagaimana Firman Allah :

o Des .o’“ L tears o bo, - ) o Roy DAt . 0S L&
S Y Jy e I Vambly bl Vool 1l 5

Dalam kapasitasnya sebagai warga negara sescorang diwajibkan
membayar pajak kepada negara yang telah diatur dalam ordonansi perpajakan,
sedangkan sebagai umat Islam ia wajib mengeluarkan zakat yang telah diatur
dalam syari’at Islam.

Zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, dan juga mempunyai usaha
(pengusaha). Kewajiban membayar pajak dibebankan kepada seseorang yang
sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kewajiban
membayar zakat apabila telah mencapai nishab. Kedua kewajiban tersebut
akan sangat memberatkan bagi pengusaha muslim, tapi karecna zakat
merupakan ajaran agama yang wajib dilaksanakan dan pajak juga perintah
negara yang tidak boleh ditinggalkan, maka keduanya harus tetap dijalankan

oleh pengusaha muslim.

' Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000
hal. 69. ) T '
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Zakat merupakan sebagian kecil dari serangkaian ibadah manusia yang
tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hidup manusia di dunia yaitu hubungan
antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia
lainnya. Zakat merupakan ibadah maliyah dan juga sebagai salah satu rukun
Islam yang berstatus penting dalam syariat Islam.? Sebagaimana hadits Nabi

SAW yang berbunyi:

. - ] P TS I ::51 .': ~ o2 Fo 2 ;Jr/n"
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Hadits tersebut merupakan bukti bahwa zakat merupakan kewajiban

bagi seorang muslim yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan maka
akan mendapat dosa. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan
kedelapan golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yang terdapat

dalam Firman Allah :
I Y N - o ° o0 » .
S el A Gl Ty Ky LTl sl

d e~ *‘d’ M - f’."" ° & M % e A A Yy
("‘1'9 Ay abl oo Azy B el pby Al L ) Qﬁ-‘“iwx} 5l

* Sayyid Sabiq, Figik As Sunnah Vol I, Libanon: Darul Fikr, 1982, hal. 276.
> Al-Khafid ibnu Abdu Rahman ibnu Su’aib an-Nasa’iy, Sunan an-Nasa'iy, juz V, Mesir:

Mustafa al Babi al Khalbi wa Auladih, 1964 M/1383 H, hal. 8.

? Departemen Agama RI, Op.Cit. hal. 288.
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Adapun yang dimaksud dengan masing-masing asnaf yang delapan

dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

|. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga,
kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.

2. Miskin adalah orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan
yang dapat menutnp sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.

3. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat,
menyimpaxmya', membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan
pembukuannya.

4. Muallaf adalah:

a. Orang yang sudah masuk Islam tetapi nialnya atau imannya masih
lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.

b. Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia
terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan
kawan-kawanya akan Lertarik masuk Islam.

¢. Orang yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir
disampingnya.

d. Orang yang dapat membendung kejahatan, orang yang membangkang
membayar zakat.

5. Rigab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan
kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.

6. Gharim adalah:
a. Orang yang meminjam guna menghindarkan fithah atau mendamaikan

pertikaian atau permusuhan.




b. Orang yang meminjam guna keperluannya sendiri atau keluarganya
untuk hajat yang mubah.
¢. Orang yang meminjam karena tanggungan.
7. Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho
Allah baik berupa ilmu atau amal.
8. [Ibnusabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara di mana
dikeluarkann zakat atau melewati negara itu.”

Dalam hukum ekonomi pajak diartikan sebagai kewajiban membayar
uang tunai yang telah ditetapkan pemerintah atau pejabat yang berwenang
secara paksa, dengan sifat tertentu, tidak ada imbalan yang setimpal serta
menjadi keharusan bagi individu yang mampu. Pajak dialokasikan untuk
menutup kebutuhan umum dan memenuhi tuntutan politik keuangan bagi
pemerintah.®

Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, khususnya pasal 14 ayat 3 yang berbunyt :

“Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak

yang be_r{sangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”

Hal tersebut diperkuat oleh pasal 9 ayat g UU No 17 Tahun 2000

tentang pajak penghasilan yang berbunyi:

* Depag Rl, Pedoman Zakat 9 Seri, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan
Islam, Zakat dan Wakaf, 2001, hal.121-125.

5 Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajuk, Penetjemah Zainudin
Adnan dan Nailul Falah, Cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. 8,

? Departemen Agama RI, Undun -undang No. 38 Tahun 1949 Tentang Pengelolaan
Zakat, Jakarta: Direktotrat Jendral Bimas [slam dan Urusan Haji, 1999, hal. 7.



“Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 4 ayai(3) huruf a dan b, kecuali zakat atas
penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi
pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki
oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil kepada zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”®

Kedua Undang-undang tersebut sangat menguntungkan  bagi
pengusaha muslim. Pengusaha muslim yang membayar zakat akan merasa
tentram hatinya karena sudah melaksanakan ajaran agama dan sebagai warga
negara yang baik tetap membayar pajak kepada pemerintah dengan dikurangi
sejumlah pembayaran zakat, apabila pembayaran zakatnya melalui lembaga
amil zakat.

Wilayah Majenang scdang mengalami perkembangan ekonomi yang
cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya pengusaha yang
mengelola usaha-usahanya di Majenang. Dj antara pengusaha tersebut, banyak
yang merupakan pengusaha muslim yang otornatis mempunyai kewajiban
terhadap pembayaran zakat dan pajak. Para pengusaha muslim di Majenang
masih banyak yang membayar zakat dan pajak secara penuh. Hal inj
disebabkan belum berfungsinya lembaga amil zakat secara optimal, para
pengusaha lebih suka membayar zakat langsung kepada mustahiq, ada juga
yang berpendapat bahwa pajak urusan dengan pemerintah dan zakat
merupakan urusan agama yang berkaitan dengan keyakinan hati seseorang.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan

pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

® Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Jakarta: CV. Eka Jaya,
2000, hal. 274.



Zakat oleh pengusaha muslim di Majenang dengan mengambil judul
“Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)”.

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul

skripsi ini, maka perlu penulis tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat

dalam judul skripsi‘ini.

1. Penerapan : 1) Pemasangan, 2) Pengenalan perihal mempraktekan.’

2. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian serta pendéyagunaan zakat.'? Adapun
zakat yang dimaksud disini adalah zakat mal, maksudnya bahwa zakat
yang dapat untuk mengurangi pembayaran pajak adalah zakat mal.

3. Pengusaha : Orang yang berusaha dalam bidang perdagangan, juragan,
saudagar dan sebagainya.''

4. Muslim : Penganut agama [slam.?
Pengusaha muslim adalah orang Islam yang berkecimpung di dunia usaha,
baik dalam bidang perdagangan, pertanian, transportasi dan lain

sebagainya.

* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Buhasq Indonesia, Balai
Pustaka, 1993, hal. 998. ’

' Departemen Agama RI, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimas Islam Urusan Haji, 1999, hal. 3.

'' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hal, 602,

' Ibid,, hal. 938.



Maksud judul secara keseluruhan adalah penulis ingin mengetahui

sejauh mana pemahaman dan penerapan pengusaha muslim di Majenang

terhadap pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana pemahaman dan penerapan

Pasal [4 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh

pengusaha muslim di Majenang Cilacap?”.

P. Tujuan dan Manfaat Penclitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pemahaman dan penerapan pasal i4 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat oleh pengusaha musiim di Majenang Cilacap.

2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya Jurusan

Syariah program studi Muamalah STAIN Purwokerto.

b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca

pada umumnya tentang sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat

yang baik.



E. Telaah Pustaka
Kajian mengenai masalah zakat dan pajak telah banyak dibahas dalam
buku-buku Islam dan buku-buku umum, khususnya yang berkaitan dengan
permasalahan zakat, pajak dan juga sistem pengelolaannya.
1. Tinjauan Teoritis
Adapun buku-buku yang membahas tentang =zakat dan
pengelolaannya diantaranya terdapat dalam buku karya Abdurrahman
Qadir yang berjudul Zakat Dalum Dimensi Mahdhah dan Sosial. Dalam
buku tersebut banyak mengupas masalah zakat termasuk didalamnya
konsep operasional zakat yang meliputi bagaimana manajemen zakat
sampai pada strategis pendayagunaan harta zakat. Selain itu juga
menjelaskan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat
apalagi yang memiliki kekuatan formil, akan memiliki beberapa
keuntungan antara lain : menjamin kepastian dan disiplin pembayaran
zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahig zakat apabila
berhadapan langsung dengan muzakki, untuk mencapai efisiensi,
efektifitas dan sasaran yang tepat dalam pendayagunaan harta zakat,
menurut skala prionitas yang ada pada suatu tempat dan untuk
memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan
pemerintaban yang Islami."?
Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

mengemukakan tentang zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi

'* Abdurrahman Qadir, Zakar Dalam Dimensi Mahdhah dan Susial, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001, hal. 166-180.



bagi pengelola yang lalai dalam tugasnya. Di dalam salah satu pasal juga

disebutkan bahwa (Pasal 14 ayat 3):

“Zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat
dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak
yang bersangkutan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”'*

Dalam bukunya Wahbah Al-Zuhayly yang berjudul Zakat Kajian
Dalam Berbagai Mazhab, yang menguraikan konsep zakat secara umum

seperti definisi, hikmah, kefardhuan, sebab, syarat dan rukun zakat. Dalam

buku ini para Imam Mazhab memberikan definisi yang berbeda tentang

zakat."?

Didin Hafidhuddin juga membahas tentang lembaga pengelolaan
zakat dalam bukunya yang berjudul Zakat Dalam Perekonomian Modern.
Dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu tugas penting dari lembaga
pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada
masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai
forum dan media seperti khutbah Jum'at, mgjlis ta’lim, seminar, diskusi

dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah radio, internet maupun

televisi.'®
Gazi Inayah dalam bukunya yang berjudul Teori Komprehensip

Tentang Zakat dan Pajak, membahas mengenai pemberdayaan zakat

menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam buku ini dijelaskan mengenai

"4 Departemen Agama RI, Op.Cit, hal. 7.

15 wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Dalam Berbagai Mazhab, Terjemahan Agus
Effendi dan Fahrudi Fanany, Bandung: PT Rosda Karya, 2000, hal. 83-84.

'* Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press,
2002, hal. 132.
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upaya memberdayakan zakat menurut perspektif Islam didasarkan pada
prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, dimana keuangan Islam menjadi
sarana untuk menggerakkan kegiatan berbagai bidang, baik sektor
ekonomi, sosial, keuangan maupun politik.!”

Yusuf al Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat,
mengemukakan bahwa ada dua tugas penting yanp harus benar-benar
dijalankan dengan baik oleh lembaga ataupun badan amil zakat, yaitu
pengumpul dan pembagi zakat. Pengumpul zakat bertugas melaksanakan
pengumpulan zakat, diantaranya izlah melakukan sensus terhadap crang-
orang yang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta
yang wajib dizakati, kemudian menagih para wajib zakat, lalu menyimpan
dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi
zakat. Di tiap tempat dan daerali perlu adanya cabang untuk mengambil
zakat. Kemudian kedua adalah pembagi zakat, tugasnya antara lain
memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahig zakat,
kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-
hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya
yang cukup untuk mereka, akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat
dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi
sosialnya.!®

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Zakar Dalam Perspektif

Josial, mengemukakan bahwa perlu adanya pemerataan sasaran zakat.

' Gazi Inayah, Op.Cit., hal. 217.
* Yusuf al Qardhawi, Fighuz Zakat, Ditetjemahkan oleh Salman Harun, Didin

Hafidbuddin, Hasanudin, Hukuk Zakat, Jakarta: PT Pustaka Liter Antar Nusa, 1993, hal,547.
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Pemerataan zakat ini lebih lanjut beliau merinci dalam tiga kategori
sasaran zakat berdasarkan tujuan zakat diberikan kepada delapan ashnaf
yaitu pertama, untuk menutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan,
termasuk didalamnya fakir miskin, Gharimin, memerdekakan budak dan
Ibnu Sabil. Kedua adalah memenuhi kebutuhan orang yang berperang,
tentara dan para pejuang secara umum. Ketiga adalah orang yang
memungut dan mangurus zakat secara adil."

Dalam Bukunya Waluyo dan Wirawan B. llyas, yang berjudul
Perpajakan Indonesia, membahas pengertian pajak dari para ahli,
pembagian pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya.

Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2 :

a. Pajak langsung adalah : pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib
pajak yang bersangkutan. Contoh ; Pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan nilai.*

2. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran pada perpustakaan STAIN

Purwokerto, terdapat skripsi yang membahas tentang pengelolaan zakat,

yaitu Sistem Pengelolaan Zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten

Banyumas, oleh Yadi dan Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil

" Muhammad Abu Zahrah, Zakar Dalam Perspektif Sosial, Jakarta: Pustaka Firdaus,
2004, hal. 124. ]

* Waluyo dan Wirawan B. llyas, Perpujakan Indonesia, Cet |. Jakarta: Salemba Empat,
2002, hal. 1.
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Zakar Banyumas di Purwokerto, oleh Rr. Retno Wulandari. Sedangkan
skripsi yang membahas tentang pendayagunaan zakat, yaitu
Pendayagunaan Zakat Mal untuk Usaha Produktif (Studi Kasus di LAZIS
Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas). Adapun yang membedakan dengan penelitian
tersebut dengan yang penulis lakukan adalah bahwa penulis lebih
meneckankan pada penerapan Ul No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat oleh peﬁgusaha muslim di Majenang, sedangkan penelitian Rr.
Retno Wulandari dan Yadi lebih menekankan pada pengelolaan zakat, dan
penelitian Fauziah lebih menekankan pada pendayagunaan zakat.
Demikian telaah pustaka yang penulis paparkan sebagal dasar
rujukan untuk menyoroti UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap undang-undang
tersebut, khususnya pengusaha muslim yang berdomisili di Majenang.
Dari pelacakan literatur di atas penulis belum menemukan adanya
penelitian dengan tema Pencrapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999

Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian
Karena dilihat dari segi wilayahnya yang hanya meliputi daerah
atau subjek yang sangat sempit, maka penelitian ini merupakan penelitian

lapangan dengan studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang



13

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi,
lebaga dan gejala tertentu.”’
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-
analitik. Deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan memberi
gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.
Analitik karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap
berbagai aspek )'zang berkaitan dengan yang diteliti.
3. Obyek Penelitian adalah pengusaha muslim di Majenang.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Jenis dan Sumber Data
1) Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek
penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data,®?
scbagal data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al- -
Qur'an, Hadits, serta UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat, data yang dikurnpulkan langsung dari responden.
2) Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang
biasanya berupa data, dokumentasi dan arsip-arsip,” serta literatur-

literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

*! Suharsimi Arikunto, Penelitian Suaru Pendekatan Praktik, Cet V, Jakarta: PT Asdi
Mahasatya, 2004, hal. 120.
* Saefudin Azawar, Metode Penclitian, Cet |, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 91
23 gp ! T
Ibid.
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b. Teknik Pengumpulan Data

1

2)

3)

Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab
sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada
tujuan penelitian.™ Metode ini penulis gunakan untuk
mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan.
Dalam pelaksansannya penulis langsung bertatap muka dengan
subjek pl.enelitian yakni para pengusaha muslim yang terdapat di
Majenang.

Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan
bahan-bahan dokumen seperti monografi dan catatan-catatan yang
ada kaitannya dengan penelitian.® Metode ini penulis gunakan
untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan -
dokumen seperti monografi yang ada di Kecamatan Majenang dan
catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian,

Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan
untuk memperoleh data berupa jawaban dari para responden (orang

yang menjawab).”® Untuk teknik pengumpulan dengan mengajukan

¥ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, lilid 11 | Cet XXX, Yogyakarta: Andi Offset,

2001, hal. 136.

2 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal. 149,
% Sutrisno Hadi, Op.Cit, hal. 173.
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pertanyaan kepada responden khususnya para pengusaha muslim

yang berdomisili di Majenang.
Teknik Sampling

Unwuk menentukan subjek penelitian ini  adalah dengan
menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki
semua obyek, semua gejala, semua Kkegiatan atau kejadian yang
dimaksud.?’ Sedangkan teknik sampling yang digunakan oleh penulis
adalah teknik .non random sampling, tepatnya adalah jenis Purposive
sample yaitu pemilihan sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri atau
sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-
ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.?®
Pengusaha yang ada di Majenang berjumlah 239 orang,”” adapun yang '
dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 orang. Karena dari 25
responden yang diperoleh sudah dianggap mewakili semua responden
yang ada di Kecamatan Majenang.

Subjek dalam penelitian ini merupakan populasi yang mempunyai
derajat keseragaman sempurna.
Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan cara kualitatif

dengan teknik deduktif dan induktif.

hal. 82.

*7 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hal. 109.
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Cet 32 Yogyakarta, Andi Offset, 2001,

¥ Data Monorafi Kecamatan Majenang 2004,
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a. Deduktif yaitu cara menganalisa data yang berpangkal tolak dari data
yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus.*® Metode ini penulis gunakan untuk menguraikan pendapat
atau hasil yang sifathya umum agar menjadi khusus atau lebih
terperinci, sehingga akan lebih memperjelas dan mempermudah

pemahaman terhadap apa yang diperoleh di lapangan.

b. Induktif yaitu cara menganalisis data yang berpangkal tolak dari data
yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama
kemudian digeneralisastkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat
umum.’’ Metode ini penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan

dari berbagai informasi atau keterangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan pembahasan skripsi ini, maka penulis
menyusun menjadi lima bab, dengan uraian sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan yang mcliputi : Latar Belakang Masalah, Penegasan
Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka,
Metode Penelittan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.
Bab Il Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Pajak yang terdiri dari beberapa
sub bab. Sub bab pertama tentang Zakat meliputi Pengertian dan Dasar

g

Hukum Zakat, Macam-macam Zakat, Tujuan Zakat. Sub bab kedua tentang

Pajak meliputi Pangertian dan Azaz-azaz perpajakan, Penggolongan Pajak,

*® Sutrisno Hadi, Op.Cit., hal 42.
3 tbid, hal. 42,
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Fungsi Pajak. Sub bab ketiga tentang Perbedaan Zakat dan Pajak. Sub bab
keempat tentang UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat meliputi
Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Pengumpulan Zakat.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap
terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama tentang Gambaran Umum *
Kecamatan Majenang, sub bab kedua tentang Gambaran Umum Pengusaha
Muslim di Majenang Cilacap, sub bab ketiga Kesadaran Pengusaha Muslim
Untuk Membayar Zakat Dan Pajak.

Bab IV Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat Oleh Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap, meliputi sub
bab pertama Pemahaman Pengusaha Muslim Terhadap Pasal 14 ayat 3 UU
No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sub bab kedua tentang
Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Oleh Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap, sub bab ketiga keuntungan
diterapkannya pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 bagi pengusaha muslim
di Majenang.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PAJAK

A. Zakat

Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh (numwww) dan bertambah
(ziyadah). Jika diucapkan zaka al-zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh
dan bertambah.  Jika diucapkan zakat al-nafagah, artinya nafkah tumbuh
dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk
makna thaharah (suci).'

Sedangkan menurut istilah syara’, zakat 1alah mengeluarkan
sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’.2

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1
ayat 2 yang berbunyi : “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh
seorang muslim/badan yang dimiliki oleh orang muslim yang diwajibkan
Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.™

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh
seorang muslim/badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang diwajibkan

Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

' Wahbah Al Zuhayly, Kajian Berbagai Mazhab (Diterjemahkan oleh Agus Effendi dan

Baharuddin Fanany), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. §2.

* M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah, Syafiah AM, Kamus Istilah Figh, cet. 1, PT.

Pustaka Firdaus, 1994, hal. 427.

’ Depag RI, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakar, Jakarta: Direktorat

Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999, hal. 3.
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Dasar hukum zakat yang menunjuk adanya perintah wajib zakat,
diantaranya dalam firman Allah SWT :

a. Firman Allah :

& -

4L€.J".G:§;:rj‘:-;, -:‘:“’rﬁ"")“‘u"'b'

b. Firman Allah :

Sz;.,dli;a :_JJ‘s}o){le V5 5 0al e Py

¢. Firman Allah :

AR o I PR W RV _,}Jﬁajm 1,&;3 oA UJ.U\ u*

’-°,I° - o b f/a o F A

¢ O LAY ;v-eml‘ Yy i Lo (BT

Ayat-ayat di atas menerangkan dengan jelas tentang perintah wajib
zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanyz dan kepada mereka
yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia
dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar
zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Adapun hadits Nabi SAW yang menunjukkan perintah zakat

berbunyi :

€ Ke e DL f 1 e W 06 o 5 b e

,_-p” ugz ,:u 9’ :v ‘ﬂ,’ g :I :,,; o - - -]

-

! Departemen Agama Rl, A/-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000,
hal. 162.

? Ibid., hal. 430.

® Ibid., hal. 36.
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Dari hadits di atas, merupakan bukti konkrit bahwa Rasulullah

SAW menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islami yang menjelaskan

tentang kewajiban dalam membayar zakat, dan dalam hadits tersebut

diceritakan bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 (lima) dasar:

a. Menyaksikan tiada Tuhan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad

adalah Rasul Allah.
b. Mendirikan shalat.
¢. Membayar zakat.
d. Mengerjakan haji.
e. Berpuasa pada bulan Ramadhan.?

2. Macam-macam zakat dan harta yang wajib dizakati
Zakat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu zakat fitrah
dan zakat mal (harta kekayaan).
a. Zakat Fitrah
Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki
atau perempuan, tua muda, anak-anak maupun budak belian yang
mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari dan
malam idul fitri.”

Kewajiban zakat fitrah ditegaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

7 Al-lmam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-
Bukhari al-Jafiyi, Shahih Bukhari, juz 1-11, Mesir: Dar al-Fikr, t.th., kal. 8.

" Shahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaun, Yogyakarta: Tiara
Wacana, t.th., hal, 15

® Depag Rl, Pedoman Zakat 9 Seri, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan
Islam, Zakat dan Wakaf, 2001, hal. 153.
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Para ulama menyimpulkan bahwa barang yang dizakatkan
untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan.
b. Zakat Mal (Harta Kekayaan)
Zakat mal adalah harta atau kekayaan yang meliputi emas,
perak, binatang temak, tumbuh-tumbuhan dan barang dagangan

lainnya. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi dalam tujuh kelompok
besar, yaitu :

1) Emas, perak dan uang

2) Perdagangan dan perusahaan

3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan

4) Hasil pertambangan

5) Hasil Peternakan

6) Hasil pendapatan dan jasa
7) Rikaz.'

Menurut Ahmad bin Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh
Didin Hafidhuddin, berpendapat bahwa sumber atau obyek zakat yang

dijelaskan secara rinci dalam Al Qur’an atau Hadits Nabi SAW adalah

' Al-lmam Abi Abdillah Mubhammad bin Ismail [brahim ibn Mughirah ibn Bardazabah
al-Bukhari al-Jayifi, Op.Cit., hal. 138.
' Depag R1, Op.Cit., hal, 6.
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hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas, perak dan

perdagangan. 12

1) Zakat Emas, Perak dan Uang

Para fugaha sepakat bahwa emas, perak dan uang wajib

dikeluarkan zakatnya, baik berupa potorgan, yang dicetak, yang
berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum Islam mewajibkan
zakat emas dan perak apabila memenuhi syarat dapat berkembang,
sehingga tampak jelas hikmah diwajibkannya zakat kedua barang
tersebut, dimana kedua barang tersebut mempunyai nilai yang
tinggi dan sebagai kekuatan muamalah bagi manusia yang bisa
mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan
masyarakat secara bersamaan.

Menurut perhitungan sekarang, nisab emas adalah 94 gram
emas murni dan untuk nisab perak adalah 200 ditham atau setara |
dengan 672 gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun.
Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%."

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yusuf
al-Qardhawi berpendapat antara lain bahwa pensyariatan emas dan
perak (dirham dan dinar) pada masa Nabi sebenarnya adalah
karena emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan

semata-mata nilai intrinsiknya. Karena itu pula, dia memasukkan

"2 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, cet I, Jakarta: Gema Insani
Press, 2002, hal. 29.

¥ Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dun Pajuk, penerjemah Zainudin
Adnan dan Nailul Falah, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. 130.

" Depag, Op.Cit., hal. 135,
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segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai,
alat tukar dan untuk menyimpan ke dalam kategori harta yang
wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya uang kertas, cek, deposito
dan lain-lain. Sedangkan timbangan nisab untuk mata uang dan
sejenisnya, ia lebih cenderung untuk memilih emas sebagai bahan
pembanding.’
2) Zakat Binatang Ternak
Hewan ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi,
kerbau dan kambing.'® Adapun hewan yang wajib dikeluarkan
zakatnya adalah hewan temak yang memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
a) Sampai nisab
b) Telah dimiliki 1 (satu) tahun
¢) Digembalakan
d) Tidak dipekerjakan'’
Adapun ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing,

sapi dan kerbau. Nisab-nisab binatang tersebut adalah :
a) Nisab kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah

sampai 40 ekor, 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 1

tahun atau kacangan umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2

 vyusuf al-Qardhawi, Fighuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin
Hafidhuddin, Hasanudin, Hukum Zakat, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar Liter Antar Nusa, 1993, hal.
243-267.

's Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, Penerbit Salam 1999, hal. 210.

7 yusuf al-Qardhawi, Op.Cit., hal. 170.



ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-
tiap seratus ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2
tahun.'®
b) Nisab sapi
Sapi wajib dizakati apabila jumlahnya sekurarg-kurangnya
mencapai 30 ekor. 30-39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi yang
berumur 1 tahun. 40-59 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi yang
berumur 2 tahun, Dari 60-70 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi
yang berumur 2 tahun, dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun.'?
¢) Nisab kerbau
Nisab zakat kerbau sama persis dengan zakat sapi.?®
3) Zakat Pertanian
Nisab Zakat Pertanian adalah 1481 kg gabah atau 815 kg
beras, kadarnya adalah 5% kalau diairi sendiri atau 10% kalau
diairi dengan air hujan, waktu zakatnya tiap panen. Timbangan
beras sedemikian itu adalah bisa setiap 100 kg gabah menghasilkan
55 kg beras. Menurut mazhab Hanafi, wajib dizakati dengan tanpa
batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, wajib

dizakati dengan kadar zakat 2,5%.%

181.

'8 Depag, Op.Cit., hal. 146.
1” Myhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, cet. 2, Jakarta: Lentera, 2002, hal.

* Depag, Op.Cit., hal. 146
2 Depag, Pedoman Pengelolaan Zakat, Jakarta, 2002, hal. 87,
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4) Zakat Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa

Adapun ketentuan dari harta yang masuk dalam kategori
zakat ini adalah industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran,
perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, real estate, percetakan/
penerbitan, swalayan/supermarket, jasa, konsultan, notaris,
komissioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan,
perbengkelan, akuntansi, dokter, pendapatan gaji, honorarium, jasa
produksi, lembur, usaha perkebunan, perikanan, peternakan, uang
simpanan, deposito, giro dan sebagainya.

Nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%,
waktu zakatnya tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya

senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardhawi, nisabnya senilai

86 gram.?‘2

5) Zakat Tambang dan Harta Terpendam (Rikaz)

Barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan ialah
setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan dari
dalam tanah. Dengan demikian, jika emas sebanyak 20 mitsqal
atau perak 200 dirham, dikelvarkan dalam tanah, maka zakatnya
wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni waktu penambangan).
Begitu juga barang tambang yang lain yang harganya mencapai
nisab emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air

raksa, yaqut, zamrut, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus,

2 rbid., hal. 96-97.
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barang-barang tambang cair, seperti aspal, benda yang melepuh,
belerang dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut

bumi.?

Sedangkan rikaz adalah barang-barang simpanan di dalam
tanah, yang disembunyikan orang-orang purbakala (fahiliyah)
berupa barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-
tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan, ia
wajib mengeluarkan zakatnya 1/5.%

Adapun yang masuk kategori zakat dari bararg tambang
dan rikaz ini adalah tambang emas, tambang perak, platina, besi,
timah, tembaga, batu bara, marmer, tambang minyak gas dan harta
terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim).

Nisabnya senilai nisab emas (94 gram emas), kadarnya
2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Maliki
dan Hanbali, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan
zakat perdagangan).

Khusus pada tambang perak, nisabnya senilai 642 gram
perak, kadarnya 2,5%, wakiu zakatnya ketika memperoleh.
Menurut mazhab Hanbali, kadarnya 2,5%, sedangkan menurut

mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%.%

¥ Wahbah al-Zuhayly, Op.Cit., hal. 158.
# 1bnu Mas'ud dan Zainul Abidin S, Figh Mazhab Syafi'i (Buku [ Ibadah), Bandung: Cy

Pustaka Setia, 2000, hal. 532. )
% Depag, Op.Cit., hal. 98-99.
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3. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi 3 (tiga) tujuan zakat, yaitu dari pihak
wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (mustahiq) dan kepentingan
masyarakat (sosial).?®

Adapun tujuan zakat bagi pihak wajib zakat (muzakki) adalah
untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya,
melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah,
mengobati bat{n dari sikap berlebihan mencintai harta schingga dapat
diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasth sayang
kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan
cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhiak.”’

Sedangkan bagi penerima zakat (mustahig) antara lain untuk
memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan
tersucikannya hati mereka dari dosa dengki dan kebencian yang sering
menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya
akan muncul di dalam jiwa mereka, rasa simpatik, hormat, serta rasa
tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan
dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.28

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan sosial antara lain

bahwa zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai

% yusuf al-Qardhawi, Op.Cit., hal. 847

27 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001, hal. 18.

* Ihid.



28

perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial

ekonomi masyarakat pada umumnya.”

B. Pajak

1.

Pengertian dan Azaz-azaz Perpajakan
Pajak menurut Direktorat Jendral Pajak adalah iuran kepada negara
yang terutang oleh yang wajib membayamya (wajib pajak), berdasarkan
UU, dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung.”
Sedangkan dalam hukum ekonomi, pajak diartikan sebagai
kewajiban membayar uang tunai yang telah ditetapkan pemerintah atau
pejabat yang berwenang secara paksa, dengan sifat tertentu, tidak ada

imbalan yang setimpal serta menjadi keharusan bagi individu yang

mampu.”’

Dalam Kamus Hukum, pajak diartikan sebagai pungutan wajib,
biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai
sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan
pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.’

Berdasarkan pengertian-pengertian di  atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban bagi wajib untuk membayar
uang tunai kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan

UU, dan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung.

* Ibid, hal. 75-76.

* Ensiklopedi Nasional, Jilid 12. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 31.
?) Gazi Inayah, Op.Cit., hal. 8.

3 Sudarsono, Kamus Hukum, cet. |1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999 hal. 336.
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Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara dan hak bagi
negara, Setiap orang yang sadar adanya hak dan kewajiban, akan
mengakui betapa pentingnya pajak dalam suatu negara. Berikut ini akan
dijelaskan mengenai azaz-azaz dalam perpajakan, yaitu :

a. Azaz Yuridis
Azaz ini memandang dari sudut hukum. Setiap perundangan
perpajakan harus dapat menjamin adanya hukum yang menyatakan
keadilan yang tegas, baik bagi negara yang memungut pajak maupun
bagi rakyat sebagai wajib pajak.”
b. Azaz Ekonomi
Setiap negara mengenakan pajak pada rakyatnya berarti
membebani rakyatnya untuk membayar pajak. Cara pembebanannya
ada yang dilakukan secara langsung kepada wajib pajak, tetapi ada
pula yang tidak langsung, biasanya melalui pihak ketiga.>?
¢. Azaz Finansial
Azaz ini lebih menekankan pada efisiensi dalam
memberlakukan UU Pajak. Setiap pemungutan pajak hendaknya
diperhatikan agar biaya-biaya pemungutan harus lebih kecil bila
dibandingkan dengan penghasilan pemungutan pajak atau penerimaan

negara dari sektor pajak yang bersangkutan.”’

3 Boediono, Perpajakan Indonesia, cet. |, Jakarta: Diadit Media, 2000, hal, 18.
" fbid, hal. 19.
* Ibid., hal. 20.
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d. Azaz Domisili, Sumber dan Nasionalis (Kebangsaan)

Azaz domisili (tempat tinggal) pungutan pajak tergantung dari
tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Menurut azaz ini,
negara di mana wajib pajak berkediaman, berhak mengenakan pajak
terhadap wajib pajak tcrsebut dari semua pendapatan di mana saja
didapat. Dan wajib pajak yang bertempat kediaman di Indonesia

dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia

maupun yang di luar negeri.’®

Dalam azaz sumber, cara pemungutan pajak tergantung dan
didasarkan pada adanya sumber di suatu negara. Menurut azaz ini,
negara di mana sumber-sumbcr penghasilan itu berada, negara yang
berhak memungut pajak dengan tidak mengingat di mana wajib pajak
berada.”’

Azaz nasionalis adalah azaz yang berdasarkan azaz kebangsaan
yang menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu
negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan
setiap orang yang tidak berkebangsaan Indonesia yang bertempat
tinggal di Indonesia membayar pajak tersebut.®

Penggolongan Pajak
Dalam hukum pajak terdapat pembedaan jenis-jenis pajak, yang

dibagi dalam beberapa golongan. Cara penggolongan ini dapat didasarkan

hal. 87.

3;’ Munawir, Akuntan, Pokok-pokok Perpagjakan, Yogyakarta: Liberty, 1980, hal. 55
7 fbid. ‘ '
* Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, cet. 17, Bandung: Eresco, 1993,
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atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau
didasarkan atas ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Ciri-ciri tertentu yang
bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu golongan, sehingga
terjadilah pembagian-pembagian pajak yang akan diuraikan berikut ini.
a. Pajak Langsung dan Tidak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul oleh wajib
pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak
fain. Pajak iangsung ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu
tertentu berdasarkan surat ketetapan pajak atau dengan kohir (yaitu
tindasan surat ketetapan pajak yang memuat nama dan alamat wajib
pajak, hari-hari pembayaran, besarnya pajak, tahun pajak, nomor
ketetapan dan sebagainya). Misalnya pajak pendapatan, pajak
perseroan dan pajak karyawan.3 4
Pajak tidak langsung yaitu pajak-pajak yang pada akhirnya
dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada orang lain. Jika pada pajak
langsung yang menjadi tujuan adalah langsung pada wajib pajak,
tetapii pada pajak tidak langsung yang menjadi tujuan adalah pihak
ketiga (konsumen) sedang pihak kedua (produsen dan pengusaha jasa)
sebagai wajib pajak berfungsi memungut pajak tidak langsung untuk
kepentingan fiscus, maksudnya produsen sebagai wajib pajak dapat

menggeserkan beban pajak tersebut kepada pembeli (konsumen),

3 Munawir, Op.cit., hal. 121.
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sedangkan konsumen tidak dapat menggeserkan beban pajak tersebut
kepada orang lain. Contohnya pada pajak penjualan,*
b. Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungw oleh daerah-daerah
swatantra seperti propinsi, kabupaten dan kotapraja untuk pembiayaan
rumah tangga daerahnya. Misalnya pada pajak kendaraan bermotor,
pajak rumah tangga, pajak tontonan, pajak radio, bea balik nama, pajak
pembangunan dan sebagainya.*"

Pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat yang menyelenggarakannya di dacrah dilakukan oleh
inspeksi pajak setempat, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan
rumah tangga negara pada umumnya.*? Maksud dari pemerintah pusat
yang berhak memungut pajak adalah Departemen Keuangan, dalam
pelaksanaannya yang ditunjuk oleh negara adalah :

1) Direktorat Jendral Pajak, jenis pajaknya adalah Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PBB, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dengan jenis pajaknya adalah
cukai, bea cukai.

3) Direktorat Jendral Moneter, dengan jenis pajaknya adalah pajak

ekspor.

W Ibid,
" Ibid., hal. 22.
2 1bid., hal. 23.
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c. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
Pajak subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya
berpangkal pada diri orangnya (subjeknya), keadaan diri wajib pajak
dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus
dibayar.*
Jadi, daya pikul seorang wajib pajak dapat diukur dengan
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya untuk pajak

pendapata.n'yang diperhatikan diantaranyu apakah ia sudah kawin atau
tidak, jumlah anak atau keluarga yang menjadi tanggungannya,
pendapatan dan sebagainya.

Pajak objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya
berpangkal pada objeknya, dan pajak ini cipungut karena keadaan,
perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah
negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya.**
Contohnya cukai rokck, tidak pandang subjeknya kaya atau miskin,

bujangan atau sudah berkeluarga, dengan kata lain siapapun yang

merokok pasti terkena bea cukai rokok.
3. Fungsi Pajak
Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan
keadilan. Dengan besarnya pajak dibebankan sesuai dengan objek pajak
yang dimiliki oleh wajib pajak. Sedangkan besarnya objek pajak -

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jadi, pelaksanaan

® Ibid, hal. 31.
" 1bid,
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pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu.*’
Dengan demikian, negara memungut pajak dari rakyatnya
bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan
rakyatnya secara umum.
Pemungutan yang dilakukan pemerintah mempunyai dua fungsi
yaitu :
a. Fungsi Bud}geter
Fungsi budgeter (penerimaan keuangan negara) yaitu
penerimaan pajak yang dipungut negara atau pemerintah untuk mengisi
kas negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,*®
Tingkat peranan pajak sebagai fungsi budgeter dapat dilihat
dengan membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
sedangkan dalam hal pajak daerah, dapat tercermin pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan negara dari
pemungutan pajak-pajak negara dalam APBN merupakan bagian dari
penerimaan atau pendapatan dalam negeri, dimana jumlah penerimaan
dalam negeri bila melebihi belanja rutin maka sisanya merupakan
tabungan pemerintah. Oleh karena itu, semakin meningkat peneriniaan
negara dari pemungutan pajak, maka semakin meningkat pula
penerimaan atau pendapatan dalam negeri yang berarti negara semakin

meningkat pula.”’

% Boediono, Op.Cit., hal. 51.
*® Mulyana A.R., Perpajakan !, Cet, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, hal.7.
¥ Ibid., hal. 52.
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b. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend (mengatur) yaitu pajak yang dipungut oleh
negara atau pemerintah untuk mengatur di luar bidang keuangan.*®
Pajak-pajak negara yang diperoleh, diarahkan untuk

merangsang investor, baik asing maupun nasional untuk menanam

modalnya di Indonesia.

C. Perbedaan Zakat dan Pajak

Ada beberapa perbedaan antara zakat dan pajak dilihat dari beberapa

segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Nama

Secara ectimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh,
maslahat dan berkembang. Artinya bahwa setiap harta yang dikeluarkan
zakatnya akan bersih, tumbuh dan berkembang. Sedangkan pajak, berasal
dari kata al-dharibah yang secara etimologis berarti beban, Dapat
diartikan pula dengan al-jizyah yang berarti pajak tanah (upeti), yang
diserahkan oleh ahli dzimmah (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi -
tunduk aturan pemerintahan Islam) kepada pemerintah Islam.

5 Dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban
7akat ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits Nabi
yang bersifat gat i, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut

dan sepanjang masa.®’ Zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat

18 pMulyana, Op.Cit., hal 17.
19 tpid, hal. 57.
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tetap dan terus menerus. Zakat akan berjalan terus selagi Islam dan kaum

muslimin ada di muka bumi ini, dan tidak dapat dihapuskan oleh

siapapun.”™

Sedangkan pajak keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan
pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Setiap
pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar para cendekia,
bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Pajak akan tetap ada selagi

diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutubkan lagi.”

3. Dari sisi objek dan persentase dan pemanfaatannya
Zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase yang
sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang sifatnya baku, berdasarkan

ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Demikian juga

pemanfaatan dan penggunaan zakat tidak boleh keluar dari asnaf yang

delapan, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat at-Taubah

ayat 60. Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung
pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya.

Besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Pajak dapat

dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama

sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama.’’

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa zakat
dan pajak memang berbeda. Namun demikian, kewajiban tersebut harus

dilaksanakan. Pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa

50 ysuf Qardhawi, 0. Cit., hal. 1003

5 [bid. ‘
52 Diiiin Hafidhuddin, Op.Cit.. hal. 58-59.
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dianggap sebagai zakat, karena pungutan itu diambil bukan atas nama zakat.
Jadi kedua kewajiban tersebut tidak dapat disatukan atau digantikan antara

yang satu dengan yang lain, masing-masing harus berdiri sendiri.

Dengan demikian, substansi dari dikeluarkannya UU No. 38 tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakai, khususnya pasal 14 ayat 3, bahwa undang-
undang tersebut lahir untuk meringankan beban orang yang sudah terkena

kewajiban zakat dan pajak, karena pembayaran zakat dapat mengurangi pajak.

D. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian -

[slam karena zakat dapat dijadikan sumber dana untuk menciptakan

pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Untuk mendapatkan

hasil yang optimal dan clektif, baik dari segi sosialisasi, penagihan,

pengambilan dan pendistribusiannya, maka perlu adanya penanganan

secara kolektif oleh lembaga tertentu. Dengan dikeluarkannya UU No. 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat | yang berbunyi :

“Pengelolaan sakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian

serta pendayagunaan zakat.” Dengan adanya sistem pengelolaan zakat

yang baik, diharapkan zakat dapat dikelola Jdengan baik dan tidak terjadi

penyimpangan terhadap harta zakat yang sudah terkumpul.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan

persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain .
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a. Kesadaran masyarakat akan tujuan serta hikmah zakat.
b. Amil zakat benar-benar orang terpercaya, karena masalah zakat adalah

masalah yang sensitif. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kepercayaan

masyarakat kepada amil zakat.

Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang

baik.™
Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Figh Zakat, menyatakan bahwa

seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus

memniliki beberapa persyaratan, sebagai berikut :

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama

kaum muslimin yang termasuk rukun [slam (rukun Islam ketiga), karena

ity sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh

sesama muslim.

Kedua, mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya,

yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting

karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan

dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika

lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini

diwujudkan dalam bentuk  transparansi  (keterbukaan) dalam

menyampaikan Japoran pertanggungjawaban secara berkala dan juga

ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah. Di

R
% 7akiah Darajat, ki, fimu Fighl. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998, hal. 245,




39

dalam Al-Quran dikisahkan sifat utama Nabi Yunus as yang
mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat
itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang

panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat

karena kemampuannya menjaga amanah.>*

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang
menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang
berkaitan dengzin zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang
zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari
kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya pada

masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun

akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas Jdengan
sebaik-baiknya, amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting,

akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam pelaksanaan

tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan

menghasilkan kinerja yang optimal.”

Keenam, syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan

amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah

amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan

dan tidak pula samnbilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam

masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya

54 yusuf al Qardhawi, Op.Cit., hal. 551-552.

53 pidin Hafidhu

ddin, Op.Cit.. hal. 129.
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menunggu kedatangan muzakki untuk membayar zakat atau infaknya. Dan

sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi

semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang
serius, sungguh-sungguh dan insya Allah jika ditekuni akan menjadikan

amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.”

2. Azaz dan Tujuan

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini memang
sengaja dibentﬁk atas beberapa pertimbangan, antara lain karena
menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang
mampu. Dan juga hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang
sangat potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
sehingga perlu adanya sistem pengelolaan zakat yang profesional. Dengan

dikeluarkannya UU tersebut diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat

dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 4 U 1) No. 38 Tahun 1999 tentang Penpelolaan Zakat

disebutkan tentang azaz dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat

man dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai

berazazkan i
dengan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 5 maka tujuan pengelolaan zakat adalah :

2. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat

an agama.

sesuai dengan tuntun

-

3¢ 1bid.




-
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b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

¢. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dapat diprogramkan untuk tujuan konsumtif
atau produktif. Selain itu, perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat

yang menjadi sasaran pendisiribusian. Adapun pendayagunaan zakat untuk

mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf.

b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik

dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif atau konsumtif.

Dalam sudut pandang ekonomi, kita dapat memahami bahwa zakat

dijadikan sebagai suatu kewajiban oleh Allah kepada umat muslim, karena

zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun ekonomi umat. Zakat

memiliki manfaat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik -

kehidupan ekonomi, polilik maupun kehidupan sosial sehingga dapat

menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Zakat sudah dikumpulkan selanjutnya didistribusikan kepada
orang-orang yang perhak menerimanya yaitu 8 ashnaf, yaitu yang

tercantumkan dalam surat At-Taubah ayat 6.

Dari elaborasi bab I ini dapat diambil beberapa penjelasan sebagai

at adalah sejumlah harta tertentu yang wajib

kut. Bahwasanyd zak
g muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang

beri

disisihkan oleh seoran
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muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang
berhak menerimanya, dan pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak untuk
membayar uang tunai kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang
berdasarkan UU dan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara
langsung.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang harus
dikerjakan, apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapat dosa. Zakat

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kedelapan ashnaf, yang

dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60.
Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara, dan hak bagi

negara. Setiap orang yang sadar adanya hak dan kewajiban, maka akan

mengakui betapa pentingnya pajak dalam sua‘u negara.
7akat dan pajak merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang

mempunyai harta yang sudah mencapai nisab dan juga sudah mempunyai

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang mana kedua kewajiban tersebut

harus dilaksanakan.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa zakat harus memenuhi tiga

syarat, yaitu

Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariah.

Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri
kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya, dengan membayar zakat
yang diperintahkan kepada hamba-Nya. '

3. Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu delapan ashnaf yang

ditentukan oleh al-Qur'an.

—
.

Adapun jumlah ketentuan pajak tidak mengambil ketentuan

iah, tapi kadang lebih besar dan kadang lebih kecil bahkan kadang

syar




43

harta yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dipungut karena tidak
memenuhi syarat wajib pajak. Dan niat dalam pajak bertentangan dengan

zakat, karena niat ibadah dalam pajak tidak murni sedangkan zakat ibadah

yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya.

Jadi pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa
dianggap sebagai zakat, karcna pungutan itu diambil bukan atas nama
zakat, dan tidak bercirikan syiar yang dijadikan Allah sebagai tonggak

ketiga dari lima tonggak Islam. Kedua kewajiban tersebut tidak dapat

disatukan atau digantikan antara yang satu dengan yang lain, masing-

masing harus berdiri sendiri.

Dengan demikian pajak dan zakat harus sama-sama dilaksanakan

oleh setiap muslim yang sudah mempunyai NPWP dan sudah mencapai

nisab. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat, khususnya pasal 14 ayat 3, yang menyatakan bahwa

wajib pajak yang sudah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya akan

g dibayarkan. Hal ini akan meringankan

dikurangi sejumlah zakat yan

beban bagi wajib pajak.




BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUSAHA MUSLIM

DI MAJENANG CILACAP

A. Gambaran Umum Kecamatan Majenang

1. Letak Geografis

Mengenai keadaan letak geografis Kecamatan Majenang penulis

akan memberikan deskripsi tentang situasi dan kondisi Kecamatan

Majenang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Qecara administratif, Kecamatan Majenang termasuk dalam

wilayah Kecamatan Majenang, dan terletak + 80 km sebelah baratnya ibu

kota dengan batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara - Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

b. Sebelah timur  : Kecamatan Cimanggu

Sebelah selatan - Kecamatan Cipari

d. Sebelah barat - Kecamatan Wanareja

[ uas wilayah Kecamatan Majenang adalah 13.855.276 Ha dengan

penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Tanah Sawah . 3.982.89 Ha
1) Irigasi Teknis : 2.966.89 Ha.
2) Irigasi setengah teknis .
3) Sederhana . 8,55,90 Ha.
4) Tadah Hujan : 54.71 Ha.
. 75,00 Ha

5) Rawa
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b. Tanah Kering : 4,942.07 Ha.

1) Pekarangan/bangunan dan lain-lain : 2.126,1 Ha

2) Tegalan/kuburan : 2.85,9 Ha.

3) Balong/empang/kolam  : 47,082 Ha.

c. Tanah Hutan Negara - 4374,15Ha

d. Lain-lain (jalan)
Jumlah penduduk kecamatan Majenang sebanyak 120.971 orang,

yang terdiri dari 60.949 orang laki-laki dan 60.022 orang perempuan,

dengan 29.674 Kepala Keluarga. Berikut ini data kepadatan penduduk

menurut kelompok umur.

Tabel 1
Kepadatan Penduduk Menurut kelompok Umur
—
Kelompok Umur Jumlah
0-4 0.296
59 11.922
________]_(Ll‘l_ 13.630
15-19 14.090
20-24 9.949
25-29 9.994
30-34 9.490
35-39 9.130
40 Keatas 33.519

Sumber : Monografi Data Dinamis 2004

Struktur Pemerintahan K ecamatan Majenang

Struktur organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan Majenang
diatur dengall peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 1 Tahun 2001
tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap.

truktur organisasi pemerintahan Kecamatan Majenang

Adapun S
pada bagan di bawah ini:

dapat dilihat
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Wilayah Kecamatan Majenang terdiri dari 17 desa. Berikut ini

daftar desa beserta nama kepala desanya masing-masing.

Tabel 2

Nama Desa Beserta Kepala Desa di Kecamatan Majenang

No Nama Desa Kepala Desa
1 Pahonjean Heri Sudiono
2 Salebu Munawar
3 Cibeunying Haryono
4 Jenang Sunarto
5 Sindang Sari Sariyo
6 | Cilopadang Imam Mahfudz
7 | Bener Rasman
8 | Boja Sumitro
9 | Ujung Barang Suwandi
10 | Pengadegan R. Sankaryn
11 Segatunggal Cartam Sumanto
12 | Sadabumi Darto
13 | Sadahayu Kliwon
14 Mulzadadi Mariman
15 | PadangJaya Sugino
16 | Padang Sari Mahmudi
17 Mulyasari Agus Dadang F.
-———"Gumber: Data Monografi Kecamatan Majenang 2004

Dengan adanya struktur organisasi ini sangatlah penting artinya

karena dengan adanya struktur ini maka pembagian kerja menjadi jelas

(idak tumpang tindih kcwenangannya, dan semua  kegiatan

i terkoordinasi menurut strukturnya telah disepakati

dan

pemerintahan menjad

bersama gesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
an Majenang

Kehidupan beragama merupakan salah satu faktor yang sangat

pengaruhi berlakunya tatanan dan aturan dalam satu

penting dan mem
yarakat adalah masalah penganut ajaran agama dan tingkat

komunitas mas
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ketaatan pemeluk terhadap kandungan atau makna ajaran agama masing-

masing. Di Kecamatan Majenang terdapat berbagai organisasi keagamaan

Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Kesemuanya

itu merupakan organisasi yang cukup kuat dan cukup berpengaruh dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat Majenang.

Agar lebih jelas penulis akan memberikan gambaran tentang
situasi keagamaan wilayah Kecamatan Majenang. Berikut ini data
banyaknya penieluk agama dan kepercayaan.

Tabel 3

Banyaknya Pemeluk Agama dan Kepercayaan

———"]

No Pemeluk agama Jumlah
| TNO |

1 Islam 119.947
,_.——'—'_'__'-___ .

2 Khatolik 519
_,_——l—'_'_'-

3 Protestan 468
] N

4 | Hindu 15
A

5 Budha 22
=

6 Kepercayaan -
_,_,——l—'_'_'_ - - -
Sumber : Monograt Data Dinamis Tahun 2004

Adapun sarana ibadah yang ada di Kecamatan Majenang cukup

ai. Berikut ini data sarana ibadah di Kecamatan Majenang.

Tabel 4

memad

pat Ibadah di Kecamatan Majenang

Tem

’"”_"1%____— Nama Tempat Ibadah | Jumlah
____————-'_"-—'_T__
______l__-— Masjid 123

2 Mushola 424
—3 | Gereja 6
— | Kuil/ Pura )

Data Statis Tahun 2004

~5"[{;{{523_;1_—1\_/Ionograﬁ
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Melihat tabel jumlah pemeluk agama dan sarana ibadah di atas

maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Maj
ajenang

beragama [slam, namun demikian tidak berarti semua akfifit
111tas

masyarakatnya berdasarkan ajaran [slam, karena ternyata masih banyak
¥

masyarakat yang terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu

schingga pelaksanaan ajaran Islamnya tidak murni ajaran Islam. Tetapi
. Tetapi

masih banyak tercampur dengan aliran kepercayaan, seperti keperca
, yaan

adanya hari-hari baik, sesajen, dukun-dukun dan sebagainya

Berikut ini data mengenal pengelola zakat yang ada di Majenang

baik di kantor Kecamatan maupun di organisasi kemasyarakatan seperti
perti

Muhammadiyah dan NU.
a. Kepengurusan BAZIS di Kecamatan Majenang
Berdasarkan Keputusan Camat Majenang No. 51 Tahun 1999,
tentang BAZIS (Badan Amil, Zakat, infaq dan Shadagah) Kecamatan

Majenang, menetapkan bahwa :

Keanggotaan dalam badan pengurus

Nama
1) Drs. Dedy Warela Pelindung
2) Drs. Budhi Sulistyawan Penasehat
3) Drs. Anwar Sanusi - Ketua Umum
4) Drs. Suhali - Ketual
5) Drs. Rosikin - Ketvall
6) Munawir Sekretaris
- Bendahara |

1)) Warkum
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8) Cahyono Hidayat - Bendahara Il

%) Drs. Rusno - Kabid. Penghimpunan Dana

10) Arwani - Anggota
11) Drs. T. Hendarto - Anggota
12) Dirun - Anggota
13) Helmi Bustami, SH - Anggota
14) K.H. Moch. Amin - Kabid Penyuluhan/Pembinaan
15) K.H. Abdul Jayusman - Anggota
16) Moch. Ilyas - Anggota
17) Drs. Masyhud - Anggota
- Anggota

18) H. Muhajir BA

19) Agus Utomo Kabid Pemanfaatan/Pendayagunaan

20) Wasbil Hasbullah - Anggota
21) Usman SQuwardi - Anggota
22) Wahyo Nugroho - Anggota
- Anggota .

23) Endang Siswanarjl
24) Drs. Mustamid Kabid Perencanaan/Penelitian dan

Pengembangan
25) Drs. Musbihin - Anggota
26) Ir. Armansyah - Anggota
- Anggota

27) Sudarsono
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. Kepengurusan Ormas NU Cabang Majenang
Susunan Pengurus
MWC NU Kecamatan Majenang
Masa Hidmat 2003-2008

: 1. K.H. Sam’ani Dahlan

Musytasar
2. K.H. Moch. Djarir Sufyan
3. K.H. Masduki
4, K.H.Muslih
5. Ky. Mukhlas
Syuriah
. Rais Syuriah  : K.H. Syahidin
. Wakil Ketua - 1. Ky. Achmad Tahrir
2. Ky. Baiquni
Tanfidiyah
. Ketua : Syaekhoni
. Wakil Ketua . 1. Helmi Busthami, SH
5. |smail Marzuki, S.Pd.
. Sekretaris . 1. Abdul Syukur

wakil Qekretaris 2. Drs. Suratman

. 1. Drs. Satamun HS

_ Bendahara

. Wakil Bendahara .2, H.Mufdi

LP. Ma’arif NU |

K - 1. Drs. Tahrir Asruri _
efua

5 Zainuddin, S.Ag




52

Lembaga Dakwah NU
: 1. H. Muflihudin, S.Ag

Ketua
2. Drs. Sulton Nawai
3. Ky. Mudzakir
Lembaga Ekonomi NU
Ketua - 1. K.H. Djamaluddin Azhar

2. Djoko Suroso

Lajnah Wagqfiyah
. 1. Drs. Muhadin Syarif

Ketua
2. Arwani
Lajnah ZIS
Ketua . 1. Drs. K.H. Musbihin HS

2. Drs. Khamid Alwi

Walaupun ada lajnah ZIS di kepengurusan NU, tetapi kegiatannya

tidak berjalan.

gurusan Ormas Muhammadiyah Cabang Majenang

Kepen
gtruktur Kepen gurusan Muhammadiyah Cabang Majenang
Ketua - Umar Abdul Jamil, BA
e
Wakil Ketua | - Drs. H. Muslihun Md.

wakil Ketua I . Cahyanto
- Ahmad Abdul Aziz BA

Sekrctaris
. Mahfud Sidik, S.Pd.I

wakil Sekretaﬁs
H. Muh. Tamsi

Bendahara ‘ :




Syaringudin, S.Pd.1

Wakil Sekretaris

Anggota : - H. Abdul Mian

- H. Zainal Abidin

- Endang Siswanarji
- H. Much. Ngisom
- Drs. Rosyikin

- H. Sucipto Bachri

Kegiatan pengelolaan zakat di cabang tidak berjalan, tetapi di

ranting berjalan efektif. Karena cabang hanya sebagai pengawas ataupun
pena_nggungjawab, jadi kegiatan zakat sepenuhnya diserahkan kepada
masing-masing ranting.
4. Kehidupan Sosial Ekonomi Kecamatan Majenang
Yang dimaksud dengan sosial ekonomi disini adalah kehidupan
eharian masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan, mata pencaharian
serta berbagal organisasi kemasyarakatan yang ada didalamnya.

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Majenang
~No | Tingkat pendidikan Jumlah
.-——-i—""_ Be] um SCkOlah 21.232
| Tidak Tamat SD___ 36933
-———i—“'_ Tamat SD 35.559
— ¢ | Tama! Akademia/sederajat 397
] Tamat erpurean Tingg! 868
,.%-- ia Funtl 4218
B mber: Monografi D22 Dinamis Tahun 2004

_,_/—«—’//’Jp-;k Ahmad Abdul Aziz, pada tanggal 8 Maret 2006.

I wawancara denga? Ba
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Begitupula dengan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan
a

Majenang cukup memadai, untuk pendidikan formal sampai pada tingk
g ngkat

SLTA yang berada di Kecamatan Majenang. Berikut ini tabel sar
ana

kan yang ada di Kecamatan Majenang.

pendidi
Tabel 6
Sarana Pendidikan Yang Ada di Majenang

No | Sarana Pendidikan Jumlah
1 TK 18
____2____. SD/MI 90
____3_____ SLTA/MTs 7
4 SI.TA/ MA/Kejuruan 8

Data Statis Tahun 2004

Sumber: Monografi

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Majenang bermacam
macam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan
duk memilib bekerja sebagai petani dan dan buruh tani

buruh tani. Pendu

pekel:i aan tersebut merupakan pekerjaan yang terkadang

dikarenakan
diwariskan, juga karena sulitnya mencari pekerjaan sesuai dengan yang
daharapkan dan sulit membuka lapangan kerja yang baru karena

keilmuan dan ketram
dan industri Rumah Tangga, yang antaia lain

coterbatasan pilan. Disamping itu ada juga yang

eh industri kecil

didukung ©
(tapioka, aci kawung), usaha makan dan obat-

pabrik t=puné
keripik pard.
harian penduduk Kecamatan Majenang.

berupa
madu dan lain-lain). Berikut ini data

obatan (sale pisané

berbagai mac
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Tabel 7

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Majenang

No . Mata Pencaharian Tumloh
1 Petani 33 502
_ Petani Pemilik tanah 51 €8a
_ Petani Penggarap tanah 11.092
- Petant Penggarap/penyckap 3257
2 Nelayan -
3 Pengusaha sedang/besar 339
4 Pengrajin/industri kecil T8
5 Buruh Tani 17351
6 Buruh industri 5 181
7 Buruh Bangunan 378
8 Buruh Pertambangan 157
__LWW— i
10 | Pedagang _____—— 6.965
1] | Penganghulil __—— 1334
12 PNS 1342
-
13 ABRI | 79
|14 44351151@@1&@' 769
Sumber: Monografi Data Dinamis Tahun 2004,

saha Muslim di Majenang Cilacap

B. Gambaran Umum PengH
ota yang strategis untuk berbisnis,

i dengan permunculan para pelaku bisnis baru yang membuka usaha.

terbukt
g dilakukan mereka salah satunya

Keberhasilan herbagai bidang usaha yan

h masyarakat Maje
usaha Yyang digeluti oleh p

dipengaruhi ole nang yang konsumtif.
Adapun bidabg engusaha muslim di

rak di

perbagai bidang. misainya perdagangan, kontraktor,

ain sebagainya- Mayoritas pengusaha muslim di

Majenang berse
per’taﬂifm dan |

bidang perdagan
g4, pcrlengkapan sekolah, alat-alat elektronik,

transportasi,
gan, dengan jenis usahanya berupa:

Majenang bergerak di

i n ¥
fashion, perabotal rumah 816

berbagai jeni
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P . . .
ara pengusaha muslim di Majenang sudah berkecimpung di duni
nia

usaha berkisar antara 10-20 tahun lebih, dengan omset rata-rata m
= encapai

Rp. 20.000.000,00.

C. Kesadaran Pengusaha Muslim Untuk Membayar Pajak Dan Zakat

Pajak merupakan kewajiban setiap warga ncgara kepada pemerintah
d

untuk mentaatinya, karena dengan membayar pajak sesuai dengan und
ang-

berarti sudah membantu pemerintah “ikut serta membant
u

undang kita

tkan kesejahteraan masyar
g terjadi di masyarakat, masih banyak wajib pajak

meningka akat.

Dalam realita yan
yang menghindari pajak, misalnya dengan cara menyernbunyikan hartanya
ab masyarakat menghindari pajak diantaranya, karena :

Sebab-seb
yang bertentangan dengan sikap

yaitu patriotisme dalam

1. Lemahnya etika,
ilan, serta rendahnya perasaan

mensejahterakan masyarakat dan kead

gung jawab dalam mengemban kepentingan umum.

memikul tang
ya tin gkat Kkesadaran mem bayar pajak.

2. Lemahn
anajemen dan sistem

perpajakan.

3. Rendahny2 mutu M

g perat karena tidak adanya keserasian antara nilai pajak

4. Beban pajeK yan
atan bebal bég
i keadilan perpajakan,
mendatangkan kerakusan dalam

i masyarakat.

yang dapat memicu adanya

angkan perbedaan status.”

endat

Zakar dan Pajak, penerjemah Zainudin

. Kom rehensip Tentang
Komb'™ - Tiara Wacand Yogya, 2003, hal. [96-197.

Teor!
yah’ (1 Yogyakal‘la
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M i i paj
enghindan pajak merupakan fenomena sosial yang dapat m
erusak

tat i
anan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, harus mengaplik
? gaplikasikan

politiknya untuk menggerakkan sasaran serta tujuan pajak

Kesadaran membayar pajak tidak lepas dari peran pemerintah
atau

pejabat yang berwenang dalam mensosialisasikan betapa penti
ingnya

membayar zakat.

Kewajiban membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi
agi

kat wajib pajak, dalam hal ini pengusaha muslim yang sudah terk
erkena

kewajiban membayar pajak alau sudah mempunyai NPWP (Nomor Pok
or Pokok

masyara

). Namun tuntutan wajib pajak tetap pada adanya keadilan, baik
" 1

Wajib Pajak
ada perundang-
p perundang undangannya maupur pada pelaksanaan pemungutannya.

ntah untuk menciptak
gaturan materi perpajakan dan administrasinya

Upaya pemeri an keadilan di bidang perpajakan senantiasa
g oleh kerumitan pen
mikian, pemerintah s€
a, misalny2 dengan dikeluarkannya UU No. 38

terhalan
lalu berusaha untuk memberikan

Walaupun de
k untuk rakyatny

yang terbai
Pengelolaan Zakat,

Tahun 1999 tentand khususnya pasal 14 ayat 3 yang
ungkan bagi PEné
elalu berupayad untu
a4 kesadaran dan kepatuhan masyarakat

sangat mengunt

pemerintah juga §
akan, sehingg
an menjadi lebih men

; Majenang untuk membayar pajak sudah

k mensosiaiisasikan peraturan

ndangan Pefpaj
ban perpaiak

peru
ingkat.

terhadap kewd)

pajaknya tidak sesuai dengan

baik, tapi M2
3
gan yang bcrlaku.

perundan

dengan Muhammad Hajiamadi

1 wawancaré
2005.

(Pegawai Kantor Pelayanan Pajak), pad
, pada

tanggal | Desember
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Begitu juga kesadaran
pengusaha muslim di Maj
ajenang untuk

memb i
ayar zakat sudah baik. Mereka menghitung zakatnya sendiri
ri membayar
z
akatnya langsung kepada mustahik, untuk yayasan untuk pemb
’ embangunan

d ataupun untuk pembangunan pondok pesantren.

masji
na tidak ada badan atau lembaga formal yang

Hal ini disebabkan kare
karena mereka lebih mengutamakan

secara profesional mengelola zakat.”

g hidup di sekitar lingkungan mereka tinggal, dan juga dikarenak
an

musiahik yan
rasi pemcrintah.5 Hal ini disebabkan karena

ercayaan terhadap birok
merintah selama ini,

g berbelit-belit.

ketidakp

buruknya citra birokrasi pe misalnya: korupsi dimana-man
" a,

kelambanan dalam pelayanan, prosedur yan
pengelolaan Zakat dan UU Pajak memberik
an

gan berlakunya Uu

ya bagi pengusaha muslim yang terkena kewajiban

peluang khususn
terbuka cukup lebar, karena potensi

zakat dan pajak. partisipasi masyarakat
gkin pisa dihimpub juga akan bertambah besar, sehingga

dana yang muf
¢ dalam turut serta mengatas berbagai persoalan

an untuk berbua

asi yang telah diberikan oleh UU bukan

rtambah besar-

sosial yang terjadi di
Namun demikian legitim
ni hanyd meru

bagi keberh

pakan prasyaral yang masih memerlukan

segalanya- Hal i
faktor Jain Jsilan lembaga pengelola zakat.
Diantaran rofesionali

i publik, keperca

pat diraih bila unsur-unsur bagi

an akuntabilitas, serta

sejumiah faktor-
(ransparansi d

tas,
yaan meruakan hal yang vital

kemandirian sebaf
ungkin da

al 3 Desember 2005.

\_/// da tange
papak Sartono; P2
engan ap . Sugens pada sanggal 3 Desember 2005.




59
J .

tumbuhnya kepercayaa, yaitu profesionalitas dan amanah yang dibuktikan
oleh ketetapan pencatatan dan penyaluran dana zakat dan shadagah yang |
N
akuntabel itu dipenuhi. Tanpa itu s
¥

rinsip transparan dan

dilakukan dengan p
ebar ini menjadi sia-sia, bahkan bukan '

yang telah terbuka |

semua peluang
g apabila lembaga pen

tidak mungkin menjadi pumeran gelola zakat gagal
titusi publik yang kredibel yang tumbuh secara

membuktikan sebagai NS

umat bukannya sim melainkan bersikap antipati

nyata. Akibatnya pati,

pengelola zakat

terhadap lembaga
| beberapa penjelasan sebagai

;. dapat diambi

rupakan salah satu bagian dari wilayah

80 km sebelah baratnya ibukota ¥

berikut :

Kecamatan Majenang M°

paten C tak
Kabupate ilacap, yang terletak =
Majenans sebelah timurnya perbatasan den

ecamatal
atasan dengan Kecamatan

sebelah selatanny? berb

camatan Wwanareja dan sebelah .
Bl

Kabupaten. K

Cipari,

utaranya perbatasal denga?d
lah 13.856.726 Ha.

luas wilayah Kecamata?

pencah&\l'iaIl
duduk berm

rian sebagai petani dan buruh tani.

Mata
ata pencaha

sebagian besarl pen ,
setapi  peran mereka terhadap

pa mereka, kegiatan ekonomi

f Kontemporer Artikulasi Proses Sosial

problem® i 03 hal. 8-9-
o dgin, 45K 5 at Foz) 20
¢ Didin Haﬁ(}:;larta Foru zakat ( i
i

Politik Bangsa, ©&4
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akan mati. Peran pengusaha terhadap perckonomian di Majenang sangat baik

terbukti dengan semakin ramainya dunia bisnis di Majenang.
Pengusaha muslim di Majenang bergerak dalam bidang perdagangan,
transportasi dan pertanian. Mayoritas pengusaha muslim di Majenang bergerak
nis ushanya berupa : alat-alat elektronik,

dalam bidang perdagangan, je

perlengkapan sekolah, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.
m untuk membayar zakat dan pajak sudah

Kesadaran penguSaha musli

ukannya UU pengelolaan Zakat dan UU Pajak

baik. Dengan diberlak
uang, khususnya bagi pengusaha

berikan sejumlah pel

Penghasilan mem
ajiban zakat dan pajak. Partisip

asi masyarakat

muslim yang terkena kew
karena potensi dana yang mungkin bisa dihimpun juga

terbuka cukup Jebar,
uat dalam turut serta

ah besar sehingga kemampuart untuk berb

akan bertamb
an sosial yang terj

adi di negeri ini juga bertambah

mengatasi berbagai persod

besar.




i BAB 1V
\ PEN
‘ ERAPAN PASAL 14 AYAT (3) UUNO-38 TAHUN 1999 TENTANG
PEN
GELOLAAN ZAKAT OLEH PENGUSAHA MUSLIM DI MAJENANG
o+

adap Pasal 14 Ayat (3) UU No. 38

A. Pemahaman Pengusaha Muslim Terh

Jaan Zakat
am memandang keinginan manusia untuk memiliki dan

banyaknya merupak

an untuk memiliki harta kekayaan didasarkan atas :

menuhi kebutuhan hidup

Tahun 1999 Tentang Pengelo

Agama Isl
an dorongan naluriah dan

mengumpulkan hart.a sebanyak-

fitrah. Dalam Islam, dorong
yang berkaitan

yaitu untuk M€

kepentingan individu
memenuhi kebutuhan spiritual

| tua serta untuk
kepada Allah SWT, seperti berzakat,

dalam menjalankan kewd
membutuhkan harta benda, sedangkan

haji dan ibadah-i
ewajiban—kewajiban sosial seperti

kepentingan sosial adalah unt

an infak, sodak

uk m emenulu ki

pangan sosial lamn}’a

oh, dan suT™
is karena

memberik
unyai pilai yans sangat strategl

.h berbagai manfaat dan

manusia sepanjans waktu. Oleh karena itu,
arta menjadi _gatu dengan naluri
al ini disebabkan karena harta

[ manusia untd
itu sendirl- H
-dhamiyuf al-khomsah), yaitu akal,

gh dan Sosial, Cet. 1, Jakarta: PT

ahdh

Raja Grafindo Persace
61
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jiwa, agama, harta dan keturunan, yang wajib dilindungi bagi setiap manusia. .
|
ehidupan manusia. P

Kelima hal tersebut sangat penting dalam k

escorang yang memiliki kelebihan harta atau

Dengan demikian, $
NPWP (Nomor Pokok Wajib

g sudah mempunyai

seorang pengusaha yan
ka berkewajiban untuk membayar zakat

ah mencapai nisab, ma

dan pajak. Kedua kewajiban tersebut harus dilak

Pajak) dan sud
sanakan oleh wajib pajak

gusaha muslim.
g berwenang berdasarkan undang-

dalam hal ini pen
pajak untuk membayar uang

Pajak merupakan ke

tunai kepada pemerintah atau pejabatl yan
tasi (balas jasa) kem

undang dan tidak mendapat Pres
pajak dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan

a oleh pemcrintah,
utan politik keuangan

g wajib disisihkan oleh

bali secara langsung.

Selanjutny .
pemerintah.

memenuhi tunt

pangan secara umun,
ah harta tertentu yan

i oleh orang musllm yang diwajibkan

yang dimiliki
perhak menerimanya. Zakat

Allah untuk dl‘ierahk surat al-Taubah

diberikan kepads %12
am lslam, karend zakat menjadi

ayat 60.
gt Islam. Namun pada

atu cukun dal
ehidupaht um

mulia masih jaub dari yang diharapkan.
si kaya dan si niskin,

g diharapkaﬂ a o elurn berfungsi secara optimal. Hal
¢ .

Zakat yan
k dikelola secara

profesional.

Kat tida

dan dapat mengang<?

.. 1s€
ini salah satuny@ dis
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sia, sejalan dengan tuntutan masyarakat antara lain lewat

Di Indone
uruan Tinggi dan DPR, maka pada tanggal

MUI, ormas Islam, lembaga Perg
telah berhasil diundangkan UU No. 38 Tahun 1999

23 September 1999
diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan

elolaan Zakat. Hal itu

999 tentang Pelaksan
rsebut, diharapkan zakat berfungsi

tentang Peng
aan UU No. 38 tersebut.

Menteri Agama RI No. 581/1

Dengan dikeluarkanny? Uu tel
at dikelola oleh suatu lembaga yang profesional
|

sccara optimal, karend zak

ercaya oleh masyarakat.

amanah, kuat dan dip

undang terseb

ut secard garis besar memuat aturan tentang
]

Undang-
anisir dengan baik, transparan dan

za.kat yang terorg

amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

pengelolaan dana
|akukan oleh
periOdik

jurnal, sedangkan

profesional, di
an dikeluarkan

masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya
tokoh

Ulama1

akukan oleh
arta zakat, dapat

Apabila terjadi an gesalahan
akan ganksi pahkan bisa masuk tindak pida
bentuk penyelewen

} pengawasannya dil
dalam pencatatan h

Kkelalaian
na sehingga memungkinkan
gan yang tidak

diken
ari bentuk-

jawab-2 .
aan zakat tidak hanya mengenai

bertanggung
onansi pembayaran zakat

Undang'u“dan
ula tentan® ord
berbunyi “Zakat

kat 1P
al 14 ayat 3 yang

pengelolaan za
amil zakat dikurangkan dari

pada pas

.| zakat/lemb?E?

sekaligus pajakj, y
pajak yang bersan

gkutan sesuai

am

o telah dibaya®” kepe® iib
dari WA

|aba/pendapata” sisa ke

J . Wt?c’aﬂa
ofest:
kat Pr . 42.

2 pMuh mmad. Za
L Diniyal 2002 1!

yan
pajﬂk
pemi Liran Zakat palam F igh Kontemporer, Cet. [, *

Jakarta: Salemba
3 1bid.

A
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.undangan yang berlaku.” Maksudnya bahwa

dengan peraturan perundangan
udah membayar sakat, maka pembayaran pajaknya akan

wajib pajak yang s

dikurangi scjumlah zakat yang dibayarkan. :

Adapun manfaat dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan

zakat oleh pemerintah, yaitu
nang uniuk menciptakan umatitya untuk

| Pemerintah mempunyai Wew

sadar akan zakat.
an undang-undang

2. Pemerintah mempunyai wewenang untuk rnerumusk

perzakatan.
wewenang untuk membentuk organisast amil

3. Pemerintab mempun)fﬁi

zakat.
engkoordinasikan semua pihak

wewenang m

(slam rintah (il amri) adalah pihak yang berkuasa
Dalam ajaranl slatt,
J 1aati oleb seluruh umat [slam yang

ah Indonesia, maka umat

erint
a, umat [slam di

. a .
berada di wilay2"™" sia. Olel garena Indonest

Islamnya yait
kewajiban untuk

. ]a &
. - entaatl Sega .
Indonesia waji® . penguas? mempuny®!
mengajak sernua pihak yang

Pemerintah
menanganinya

menghimbau masyaf
g untuk membentuk

—— .
Jam siste mempuﬂ yai wewenan

terkait da
nyumas

embagd Amil Zakat Ba

N
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ara

organisasi amil zakat dan
mua pihak pengamal zakat dalam

profesi
esional. Dengan mengkoordinasikan se
g terpadu dan jalinan kerjasama yang kompak

satu s
sistem pengamal zakat yan
pu menciptakan umat yang

dan -
harmonis, maka pemerintah akan mam

sejahtera lahir dan batin.
is lakukan berkaitan dengan

No 38 Tahun 1999

Majenang terhadap UU

saha Muslim di

pemahaman pengy
14 ayat 3. Berikut ini hasil yang

tentang pen

penulis peroleh dari res

si UU No 38 Tahun 1999 Tentang

onden terhadap i

Pengetahuan res?
gelolaad Zakat

Pcn
No wﬂg&" Membayal U No. 38/1999 Tentan
_/_’Iiﬂ_fi// JEEE, Zakat Pen e

| | gelolaan Zakat

1. |Bp. Tatto S. Parﬂllji Ya Ya Tidak tahu

2. |Bp. Sugeng ya Ya Tidak tahu

3. |Bp. Sartono ya :;a Tidak tahu

4. B A . Ya a Tahu

6. |B - Dalil Ya a 1 tahu

7 Bg' ;I gb-cll]ull—.lad: Dall va ya ridak b

3 B ‘ M- aihad! Ya Ya Tidak tahu

o o ahror va Ya Tidak tabu

L0 Bp. Didin Muhy! in va va Tahu

1[5, Tumi | v | T

: a i a

12Bp. H. S iamun Thob? a_ |y Tidak Tahu

3 | Bp. H. Bahl'lldln Suba.kll' va Ya Tahu

14 | Bp. Musbibif Ve ya Tahu

15 |Bp. Ahmad SUKI® va ya Tidak Tahu

16 | Bp. Sukirman ya Ya Tidak Tahu

17 | Bp. Syakib M- Syauki va ya Tidak Tahu

18 | Bp. Sahrudin M abdulah | ya ya o

19 J Arifin Ya | TidakTahu
20 p Muhamm M L /1’9//—1""""""‘!
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No Nama Kewajiban Membayar | UU No. 38/1999 Tentang
3T (Bo Suprapto P?(!ak Zakat Pengfelolaan Zakat

22 Bp. Heri Mul a va T e

23 | Bp. Ha u‘ygno Ya Ya Tidak Tahu

. [lasan Bisri Ya Ya Tidak Tahu

Ya Ya Tidak Tehu

224 Bp. Muhammad B.A.
25.| Bp. Mulyono Saifudin L_____Y.?——*—______zi————{,_,'r[ah“
— Sumber: Data yang diolah

sebagai berikut :

Dari tabel di atas dapat diprosentasikan

Jumlah res

ponden : 25 orang

Tahu .. 5orang

Tidak Tahu - 20 orang

Tahu : 35, % 100% = 20%
2

Tida_k [ahu ‘
" 25
imputkan pahwa sebagian besar

Dari hasil dat2 tersebut di
i undang-undang tersebut.

pengusaha muslim di Maje

undang tentang pengelolaan zakat

mudah, terbukti masih panyak yang .

Oleh karena itu, perlu

kepada masyarakat pukan

tidak mengetahui
grakat luas
ahwa sebagian

i ada M
asikan kP membuktikan b

disosialis

Dari penc y jenaﬂg idak mengetahui UU No. 38 Tahun
dJi M2

na mereka tidak

besar pengus . obabkan kare
7akat
mereka beranggapan

g Peng

1999 tentan
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akat urusan agama

dengan pemerintah dan z

bahwa pajak merupakan urusan

yang berkaitan dengan keyakinan hati.

1 14 Ayat (3) UuU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
jim di Majcnang

n 1999 ientang Pen

. Penerapan Pasa

Zakat Oleh Pengusaha MUS
g No. 3§ Tahu

gelolaan Zakat

Undang-undan
penyempurnaan sistem

ya pemerintah dalam rangka
anaan pengelolaan

merupakan upa
lagi 284T pelaks

a ditingkatkaﬂ
guna serta  dapat

pengelolaan zakat 'supay
perdaya

arend zakat merupakan pranata

zakat lebih perhasil guna dan
ping itu JUE? K

an sosial bagi sel

; pawah garis kemiskinan.

bkan. Di sam

kan keadil

dipertanggungjawa
uruh rakyat Indonesia

keagamaan untuk mewy] ud
pengorganisasian,

dengan mempcrhatikan

an serta

akat merd
an dan pendistribusi

pengelolaan z
pelaksanaan dan pengd™
4 zakat yang terdiri

pendayagunaan zakat. peng??
] zak

adany? org
ot dan |embagd amil zakat, diharapkan

dari feni ity
i dua jenis, Y& hasil y2ne optimal dan efektif
pelaksanaan pengclolaﬂﬂ

langsung

bahwasanya
yang khusus menangani

embas?

individual, dar

akan

e enllhl

(penerima),

zakat, yang ™
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g memiliki  tugas mel

Amil zakat inilah yan
gambilan serta mendistribusikannya

masyarakat melakukan penagihan dan pen

sceara Lepat dan benar.
Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan

persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu antara lain :
1. Kesadaran masyara_kat akan makna, tU»_]l.lan serta hlkmah zakat.
rpercayd, Karena masalah zakat adalah

2. Amil zakat ben
uhkan adanya kejujuran dan

dibut
a kepercayaan

keikhlasan amil zakat untuk  men
masyarakat kepada amil zakat

3. Perencanaan dan pengawssal atas pelaksan®? pemungutan zakat yang
baik.

Sordasarkan Keputus? n Menteri Agam? R1 Nomor 58] Tahun 1999
pasal 2 dikemukakan pahwa jecmbag? sakat hards memiliki persyaratan tcknis,
antara lain adalah
1. Berbadan hukum
2. Memiliki dat? mu. akki dan mwmhik
3. Memiliki program kerja Y2"E el
4. Memiliki pcmbukuﬂn yang paik

b rsed diaudt
5. Melampirka? surat ll’ernya ngaral pada pl’OfeSionahtaS dan

Persyarataﬂ tersebu tentV ngeml Jaka Dengan demikian

ari setiaP lemb?8” ’

transparansi

akukan sostalisasi kepada -
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dih
arapkan masyarakat akan semakin bergairah untuk menyalurkan zakatnya

pengelola zakat.

nai pelaksanaan pen

meclalui lembaga
gelolaan zakat, UU No. 38

Disamping mMenge
ur tentang ordonansi

7akat jugd mengat

14 ayat 3 yang berbunyi : “Zakat

Fahun 1999 tentang pengelolaal

pembayaran zakat sekaligus pajak pada pasal
zakat atau lembaga amit zakat dikurangkan

yang telah dibayarkan kepada amil
g bersangkutan

a kena pajak dari waj'b pajak yan
yang berlaku. Maksudnya

dari laba/pendapatal 5is

raturan perundang”

sesuai dengan Perd
yaran pajaknya

zakat, maka pemba

ang telah dibayarkan. Apabila membayar

tidak dapat

bahwa wajib pajak yang telah membayar
umlah zakatl ¥

ada mustahz’k, maka

akan dikurangi 5¢J
untuk mengurangi

arus melalui

zakatnya Jangsung kep
pembayaran zakat Dengal demlkian, membayar zakatnya h
lembaga amil Lakat/badal amil sakat 38% mempunyai Kuitansi pembayaran
an k
zakat yang pantinyd dilampirk pada saat pembayar paja
Tabel
P pasal 14 agat 3UUT g Tahun 1999 Sentang Pengelolaan
encrapan asa
i 7akat Terhad?P Responden
pasal 14 ayat 3 JU No. 38 tahun
1999 tentang PenMLalﬁL
No. Nama pakai = Jak pakai
Tidak Ya
1. | Bp. Tatto S. Pamllji ngl]: zz
> |ep e T;dak Ya
3. | Bp Garton? i Ya
.| B Tidak Ya
s | pp. carhali g Dall o a
6. Bg- H. abdulled el ridak Ya
7. | Bp- A gaihad! Ll fa
8. | Bp- M pupyidt” L
9. | Bp. DIOI vuhyid” —




70

Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 tahun

No
| Nam ‘_’_/_/—’—/_&_’
B //i/ s Pangelolaan 227411
1 }BP— ['umin Tid:l: Tldal;' akai
= 3 ]
11 p. H. Bahrudin Subakir Tidak Y
s Bp. Musbihin Tidak va
16 gl’- ghmad Sukirno Tidak Ya
p. Sukirman Tidak Y
1; Bp. Syakib M. Syauki Tidak Y:
o [ oohrudin M. Abdula? Tidak Ya
20 3p. Muhammad Arifin Tidak Ya
N 3p. Muhammad NgaviV Tidak Ya
,),1) Bp. Suprapto T'}dak Ya
22 b Heri Mulyor© Tidzk Yo
2 Bp. Hasan Bis? Tidak Ya
5 Bp. Muhammad B.A. :i:!gat L/_,;;_a,’
25 | Bp. Mulyono Gaifudin /’l_jl,_,_,—’- a
gumber: Data yané dioleh
Dari tabel tersebut, dapat diPf sentasik sebagal perikut
Jumlah responden 25 orank
Yang memakai o orang
Yang tidak memaka 25 orang
0 = 09
Yang memakai 25 100%
) 25 on = 1 0%
Yang tldak n’lernaka_i . 25 *® 100 /ﬂ
» - sapdt disimpulkan ahwa pasal 14 ayat
3 seb!
Dart hasil dat ter Pengelol Zakat elum diterapkant oleh
3 e :
UU No. 38 tabu? 9 - sisebabk garena Ketidaktahuan
-enanb
pengusaha muslim ajer g dise abk Kkarena membayar
: an J
. ] uslllﬂ) d
wajib pajak (pengusahﬁ ) o da dapat unt mengurang
kepad® puste™™”

zakatnya [angsuné

pembayaran pajak-
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pe . . .
ngusaha muslim di Majenang tidak ada yang menggunakan UU No
(4 ayat 3. Alasannya karena tidak ada kuitansi

kan pada saat wajib

atu bukti yang mengu

38 Tahun 1999 pasal
pajak membayar pajak

pe
mbayaran zakat yang dicantum
pakan salah s

g pengelolaan
ya pengusaha musli

atkan penulis

ke 1 H erd

kanlor pajak.s al lﬂl mn

un 199) tenta
ijﬂks khllSUS"

7akat, pasal 14 ayat 3

bahwa UU No. 38 Tah
m di

be :
lum diterapkan oleh wajib

Maj
jenang.
U No. 38 Tahun 1999

C. Keuntungan Ditetapkan? a
o di Majenané

ol 14 ayat 3
pajak, M2

a Palak y bayarka“
ra sudah terpen
a Allah SWT juga

38 Tahun 1999, zakat

Bagi
agi Pengusaha Musli
) yU No-

Dengan menerapka? pas
. compens?® i

yang digunakan sebagal

glim. Karer

jban sebd

uhi yaitu

pengusaha mu
g

Dal; i
alam hal ini kewal
an Kewajibd” sebag?

membayar pajak
ar Zakat.

terlaksana yaitt

diperhitun
beberapa ketentua™ yait? :
wﬂjib pé pemeluk

1. Zakat tersebut d1b
badan dalam negeé" ya
. antor Pelay

| i
uhf‘mrmil
M ¢ Mengh"f uns P

tangg 5 Wwawancard dengal
gal lﬁDesember 2005- mah""’j ‘
Singrg; Edy Tri Sukamte; Me

el Scjahtera, 2000, hal- 37
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2. Penvhas . ,
n‘:."g_hdbllan yang dizakati adalah penghasilan yang sedang dihitung PPh-
yu itu scbhagal lidak termasuk zakat penghasilan yang telah dikenai PPh
nghasilan yang pukan objek pajak.

linal maupun zakat atas pe
ibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ)
| Zakat (LAZ) yang

3. .
Zakat penghasilan tersebut
ntah atau Lembaga Ami
an dari pemermtah.

?ng resmi dibentuk pemeri
ibentuk masy ndapatkan pengcsah
i kii sekurang-kurangnya

4 arakat dan telah me
. Surat setoran zakat yan diakul sebagai bu

dapat diaku!
harus memuat : °
a. Nama lengkap, alama! jelas, dap
b. Jenis penghasilan yang dibayar zakatny?-
¢. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/ tahun pe
S- gcs.amya penghasi]an. |
. Besamn enghasilan:
5. Besarnya zyaiz?l;‘?:nl; dﬁpat dikurangkaﬂ adalah sebesar 2,5% dari jumlah
: b di atas-

penghasilan pada huruf

NPWP wajib pajak.

rolehannya.

i lakukar para responden dalam

Berdasarkan penelitian ya
menghitung zakat dan pajak sam?®

bulan, satu tahup dua kali

diberikan menjelang idul fitri, lan
ayaraf pdJ

mengenai frekuensi pemb
Tabel 10

_Tatto S. Pamuji
Bp. Sugeng

Bp. Sartono

Bp. Aziz

Bp. Carhali ,
Bp. H. AbdulHadi palil
Bp. A. Bf.lihat?li

st/wﬂ/’
J
Bp. Mahrur . . j
i .
J .
= .

Bp. Didin Muhy!
Bp. Hasan
Bp. Tumin
Thobh?

- | Bp. H. Ma'muf! it
Bp. {1 Bahrudin subd

M:H\D
-.c- 'w:h"-a\m-&wu Z
WA o/
5o
o

/’_‘/ﬂ
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rekuensi Eembayaran pajak

-
; 1 tahun 2 kali

No.

_———'_'_'-—-.-._.-.-._——_ -
i lan | Setid tahun
Nama Setiap bu E\I

25

A

14,
15.
16,
17.
18.
19,
20.
21,
22.
23,
24,

25, | Bp. Mulyono Sal T 5

Bp. Musbihin
Bp. Ahmad Sukimo

Bp. Sukirman

Bp. Syakib M. Syzuki
Bp. Sahrudin M. Abdulab
Bp. Muhammad Arifin -
Bp. Muhammad Ngaviv y
Bp. Suprapto )
Bp. Heri Mulyono i
Bp. Hasan Bisri ]

Bp. Muhammad B-A- ]
ifudin fﬁﬁmolah

VoL d__.
A R R S S

=

\Adﬁ'é—"".lz__‘\

sentase frekuensi pembayaran

Dari tabel rersebut, 03P
pajak yaitu scbagal perikut -
Jumlah responden : 25 orané
Setiap bulan . 7oratk
Setiap tahun . 10 orant
ang
ltahun 2 kali ¢ 2%
1]
7 100% =2
Setj .
etiap bulan 25
%
lgx 100% = 4070
Setiap tahun L 55
o‘/ .
8 100% =327 hwa sebagian besar
i R vis . ull(an ba
I tahun 2 kall 25 st JisimP
- un.
dl atas’ a Setl p
Gbut aJ an
puri 42 1" ng o pesarmy? pajak ¥2rs ak
s Majen? -
Dengusaha muslll‘l’l di rhitungan 14 uu tersebUt di ata
ini <0 toh P° 0 pild ener?P
Berikut i ®
engus‘clha -
P

dibayarkan oleh
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Pak 1. Abdulhadi Dalil

32.183.000

Penghasilan Netto

: 7.200.000 -

24.983.000
0 x 5%

Penghasilan tidak kena pajak
Penghasilan kena pajak
24.983.00

Membayar pajaknya
1.249.150 '

999 tentans pengelolaan Zakat

8Tahun1

Berdasarkan yU No. 3
ya adalah seba

pcrhi Lungan? gai berikut *

pasal 14 ayat 3, maka
X 32.183.000

Zakat : 2,5%

Penghasilan k

Sehingga ke untung??

1.249.150
Pak Sarton©

Penghasilan Nett0

paj ak :
4,728.000

Penghasilan tid kend

Membayar pajﬂk“y 2
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Berdasarka
n UU No 38 Tah
: an 1999 pasal 14 a
yat 3, maka

pen 1hi y
ghitungannya adalah sebagal berikut ©

Zakat
. 2.5% X 13.368.000

' 334.200

Penghasilan kena pajak setelah dikurangi zakat
: 4.728.000 _334.200
: 4.393.800

Pajak sctelah dikompensasik on zakal
: 4.393.800 x 5%
: 219.690

Schingga keunlungan g diperoleh jika me“gkompensasikan

sakat adalah : 3342007 219.690 =16 710

Keterangan:

- Penghasilan netto adala bes selurul penghasﬂan dalam negeri
yang diterim@ atau a1 sroleh W& paj endiris istri 42 ok atau
anak angkat Y2"F pelum jowast 927 saha dan A2 pekerjaan bebas
yang melakuka™ F’ef“catat daf mermi! menggUn®" norma
penghitung?” alam {ahun P bersaﬂgk tan

- Penghasila? Ti Kef! Paj

c1an 11 Kend Paj (PTKP). ditentuk oleh UU
Besarnya peng asilan e
Pajak Pens gsila? adalél scbag” bef
pajoh ng;,as;lan wajib gjak Orans pribadi,

: sPT rahunan

Jak 7 Petunj ]
] uk Pen isiant
arta, 2004, ha)l'. 10. ¢

A
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pajak orang pribadl.

].
Rp. ! 728.000,00 untuk wajib

1hihan untuk wajib yang kawin.

[

Rp. % 64.000,00 tan
3. R

0. 1.728.000,00 ambahan untuk s0r205 istri yang penghasilenny?
asilan suami.

digabung dengan pengh

4. Rp. 864.000,00 (ambahan untuk

setiap anggota keluarga sedarah

dan keluarg2 semenda da
angkat, yans menjadi 1angguan sepenuhnys paling panyak tiga
orang untuk setiap l-u:luarga.8
Data lapisan tarl pc ghaSll kena pajak dlbawah ini
berdasarkan:petunj uk pe gisian gpT Tahl-lﬂa-n Pajak PenghaSilan wajib
pajak orang pribadis dalah 5€0%8 perikut
. Pai
Lapisan Penghasilan Ken2 Paj Tarif ajak
5%
| Sampai deng?? rp.250 0.000 °
10%
5. Di atas RP- +5.000-00 ,Rp.so.ooo. 00 b
.100.000.000 15%
3. Diatas Rp- 3 0000 d.RP y
o0 25%
4 Rp-2 0.000
4 Diatas RP" 100.000.000 s.d. kP
0 30%
5. Diatas RP 200.00 00 |
4i 4185 apal diSImpUIkan pahwa dengan
Dari contoh perhit i lebih T
paj ya menjad! lebih ringan-
mengkOn ikan a m‘)ka ernb3Yaf
1pen5351 su mengetahu 1919 tersebut tidak
N o o paiek
amun demlklan,P wa)! P mere haru meleWati prosedur
K
’ ba
menerapkannyd: | ini dis€ , barus kepada Jembagd amil
b3 ot atny
. me
yang berbelit-beh® misal®”
: Diadit Media 2000, hal. 209-
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mbayar zakatnya langsung kepada mustahik. Ada

zakat, padahal mereka me
an warga negara dengan pemerintah,

pan bahwa pajak urus

juga vang berangga
a dengan Allah SW

T. Dan juga pajak

sedangkan zakat urusah manusi

paj ak merupakan bentuk pengabdian sosial.

merupakan biaya, sedangkan




BABY

PENUTUP

A. :
Kesimpulan
serta pembahasan

jan yang penulis lakukan,

Berdasarkan hasil pcnelit
maka penulis dapat

b-bab terdahulu,

sebhapgaima :
agaimana telah dlpaparkan pada ba

ulan sebagal perikut :

wajib disisihk g muslimfbadan yang ’

erahikan

mengambil kesimp
an oleh seol'an

1. 7 '
. 7akat adalah harta yang
n Allah untuk dis

muslim ¥ ng diwajibka

dimiliki oleh orand 2
kepada orang-oran
kewajiban bagl wajib untuk

yu d
a muslim) yang

las jasa)
usun1(pengusah
i NPWP

k0ntraprestaSi (ba

tersebut haru
i hartd sudad

mempuny
ajib pajak) e
. ereft

(Nomor PokokW
2. Pengelolaan zakat adﬁ'ah
. terhadap

pelaksan

serta pendayagunaaﬂ
. dafi dud
sanadl
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pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-

Taubah ayat 60.
ang pengelolaan 7akat, pasal 14 ayat 3 di

3
. UU No. 38 Tahun 1999 tent
dJisebabkan karena ketidaktahuan

rapkan. Hal ini
im) terhadap unt

yar zakatnya langsung

Majenang, pelum dite
dang-undang tersebut,

(pengusaha musl
kepada

para wajib pajak
dan juga karena pengusaha muslim memba
mustahik, sehinggd tidak mempu bayaran zakat yang
amil zakat, jadi

embagd atau

yal uitansi pem
tidak dapat digunakan

dikecjuarkan o]éh |

untuk mengurang pembayararl pajak-

B. Saran-saran
Setelah penulis melaksa" akat penelitian " yU No 38 Tahun 1999
untuk lebih diperhatikan oleh berbagai ihak agarb k A(;apun o
tentang Pengelolaan 7akat dapal diterap<®! gJengan o0&
penulis adalah sebagal perikut: Jslitns untuk tidak melupakan
1. Kepada masyarakat ususny? eng® . cnunaikan zakat (zakat
kewajiban mclal‘ié‘»':l“f’kElrl ruk” - . njsabnya esudl dengan apa yang
penghasilan) bagi YA sU menc?
syari’at. o sos1ali5351kan yuU No. 38
Agaﬂ‘ﬁ d kepadﬂ arakat dilakukan
t | oleh
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tan dengan hukum, hikmah, tujuan dan

Sosialisasi zakat yang berka
penghitunganny2 harus

cara rinci serta tata cara

sumber-sumber zakat 5€
ini dilakukan oleh umat Is

lam yang

jlakukan. gosialisasi
g sakat, terutama oleh Jembaga-lembaga

terus menerus d

mengetahui berbagai hal tentan

pengelola zakat.
melalui lembaga amil

mbayar zakatnya

4 . . .
. Pengusaha muslim diharapkan m¢
zakat, agar dapat dikompensasikaﬂ terhadap pajak sehinggd membayar
pajaknya menjadi (ebih ringan
5. Kepada lembaga pcngclola 4t hendakny? menghidupkan kembali

kegiatan pengelolaan zakat.

j rasa syukur dan terima

capkan .
e oan daB petunjuk-NYas schingga

as Sggala
i dalam pentuk yang

kasih kehadirat All

penulis dapat menycle
rmanfadt pagi semua

pendidikan,

sederhana.
di dunia

pihak, khususny2 bagi ™

kendati disadari masih
.besal’n)"1 a
sebesaf —
¢ _ keterbﬂtasan ©
l(YIPS‘ ik, K ](fitik bersifat membangun
dan
akan gard?

mohon maaf Y&
dalam penulisa® °
milik;. Besar haraP?” P

dari para pembacé-




Demikianlah, semoga Allah S

dalam scgala hal. Harapad penulis,

semua. Amiin.

scmoga skripsi i
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WT meningkatkan kemampuan penulis

ni bermanfaat bagi kita

purwokerto, 18 Februari 2006

Penylis

Mahbubah Hasanah
NIM. 01265018
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Desa AN BEHRAMC AN
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas

& (MY
Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai = i L)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN _wc_éormno juga sebagal m<mﬂmﬁ Bmim%c: ujian
munagasah skripsi.

Purwokerto, 3 September 2004
5 Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto.
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. DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

_ UNIT PELAYANAN BAHASA

Sk Eid
NOMOR : STA.ZG!KB/P P.00%/ B o

Dikerikan kepada :

Nama

S T aFU 5}
Tempai /TGl Lahir

Nomor |k Mahasiswa -

ogram pengembangan Bait

ah mengikuti Pr
semester dengan

yang tel
2001/2002 selama dua

TIFIKAT

200L

bobot komulatif 12 SKS den

asa Inggris Tahun Akademik

gan hasil

sebagal herikut:

_____——-_-—__-::"_-—-——_————'—"'"______————____.__.-———

SEMESTER] SEMESTER Il
______._-—________-—_________—_________—-

ANGKA HURUF ANGKA HURUF

| HURUF |

1. RrReading 65 C+ 72 B+
L ______._._H_________—-_________——-____.___.———______.._.—-—
2 | Weitng _,_,_____J_éz_,ﬂ_,_ﬁ,.__-#ifi__e___@—_-——
3 | Listenind 75 bt #__Q_Q._.-___A___-—-
4. gpeaking 73_ | B* _._,_.@_Q..———___._/.a’.—-——-

iberikan sebagal bukti telah mengikut! program tersebut, jUga
unaqasyah skripsi.

Sertifikal TalIRS

sebagai syaratuntuk mengikutt yjianm




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

], Wama

Tempat / Tanggal [.ahir

o

Jenis Kelanin

Ll

- Mahbubah Fasanah
. Cilacap / 18 Januar 1981

- Peremptin

< Islam

4. Agamd

h

30 Alonat Runy

6. Nama Orang T

. pahonjean RT

01 RW 14 Majenang Cilacap 53257

- Kasrun

- tochul

4. Avah
b, 1bu
7. Pekerjaan Orang Tud

. Pensiunan PNS

a. Ayub

b, lbu
g Pendidikan iy
b.
c.
d.

Demikian daftar FIw

aval hidup penulis bual dengan s¢

$1D Negeri Pohanjean Vitamat tahun 1994

MTs Negeri Majenang (amat tahun 1997

MAN Majenang tamat tahun 2000

STAIN Purwokerto lulus ujian teorl tahun 2005

benar-benarnya.

purwokerto, 14 Maret 2006

Penulls,

asanah

Muhhuhuh H
NIM. 01265018



